HASIL-HASIL
KONGRES ¥« 7]}

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Diterbitkan Oleh:

PENGURUS BESAR

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE2024-2026




SAMBUTAN KETUA UMUM
PENGURUS BES AR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PERIODE 2024-2026

Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.

Assalamu ‘alaikum Wr. Whb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita
semua. Dengan limpahan karunia-Nya, Kongres HMI XXXII di Pontianak telah dapat
diselenggarakan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin yang selalu memberikan teladan bagi umatnya
dalam menjalankan tugas-tugas kebaikan dan kebenaran.

Kongres XXXII ini merupakan momentum penting bagi HMI untuk menegaskan kembali arah
perjuangan kadernya dalam menjawab tantangan bangsa. Di tengah perubahan zaman yang
dinamis, HMI tetap teguh pada komitmennya untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi
Indonesia. Visi #HMIUNTUKINDONESIA yang kita angkat dalam kongres ini menegaskan
semangat kader HMI untuk terus berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat,
adil, dan makmur.

#FHMIUNTUKINDONESIA bukan semata-mata semboyan, tetapi menjadi komitmen moral bagi
setiap kader HMI untuk bergerak maju. Kedaulatan yang kita perjuangkan mengacu pada
kemampuan bangsa Indonesia untuk mandiri dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan
sumber daya dan pembuatan keputusan strategis. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang
mampu berdiri tegak, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, dan kita, sebagai
kader HMI, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan tersebut.

Adil dalam pandangan HMI berarti memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan
hak-haknya secara proporsional. Keadilan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kita untuk
menciptakan kehidupan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini harus terwujud
dalam setiap kebijakan, setiap langkah yang diambil oleh kader HMI di berbagai lini kehidupan
sosial, politik, maupun ekonomi.

Kemakmuran yang dicita-citakan HMI adalah kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh
rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Pembangunan ekonomi harus berdampak pada
kesejahteraan bersama, dan HMI bertekad untuk menjadi bagian penting dari upaya mendorong
pertumbuhan yang inklusif, di mana setiap warga negara berhak merasakan manfaat dari
kemajuan bangsa ini.

Hasil-hasil kongres ini adalah tekad dan langkah konkret HMI untuk terus bergerak maju dalam
mewujudkan visi #HMIUNTUKINDONESIA. Setiap keputusan yang telah diambil adalah
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tanggung jawab kita semua sebagai kader untuk dijalankan dan diwujudkan dalam tindakan
nyata. Dalam setiap langkah kita, mari kita selalu ingat bahwa tugas kita bukan sekadar
menyusun wacana, melainkan menghidupkan gagasan tersebut dalam keseharian dan
kontribusi kita bagi bangsa.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta kongres,
panitia, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya Kongres HMI XXXII di

Pontianak ini. Semoga setiap langkah kita senantiasa diridhai oleh Allah SWT, dan semoga HMI
terus menjadi organisasi yang memberikan manfaat bagi Indonesia, agama, dan masyarakat.

Billahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta,12 Rajab 1445 H
24 ] anuari 2024 M

Bagas Kumiawan
Ketua Umum PB HMI
2024-2026
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PENJ ELASAN TEMA KONGRES HM XXXII

Tahun 2045 Indonesia akan berusia 100 Tahun atau satu abad, dan ketka itu ditargetkan Indonesia
sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan adidaya. Sehingga pada tahun ini disebut sebagai
indonesia emas. Mahasiswa dan generasi muda harus sadar bahwa dipundak mereka ada
tanggungjawab yang sedang menanti. Sehingga perlu adanya inspirasi dari golongan muda agar tetap
semangat belajar dan berkarya sebaik mungkin.

Indonesia Emas adalah visi dan harapan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mencapai
puncak kejayaannya pada tahun 2045, tepat seratus tahun setelah kemerdekaan. Pada tahun tersebut,

A OnFEiGAINARRERD iMepadh NS YRID IRRTRYL Sl S DRISANG, RS HaRl gahal S
tulang punggung pembangunan dan perubahan di masa mendatang.

Dengan populasi yang didominasi oleh usia produktif, Indonesia memiliki bonus demografi yang dapat
menjadi modal besar jika dikelola dengan baik. Anak-anak muda saat ini memiliki potensi besar dalam
berbagai bidang, seperti teknologi, pendidikan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan. Mereka adalah
generasi yang tumbuh dalam era digital, di mana akses terhadap informasi dan inovasi terbuka lebar.
Namun, potensi ini harus diimbangi dengan kemampuan adaptasi, kreativitas, serta tanggung jawab
sosial yang kuat agar dapat membawa Indonesia menuju era emasnya.

Tantangan yang dihadapi oleh anak muda Indonesia juga tidak sedikit. Mereka harus menghadapi
masalah globalisasi, perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, serta ancaman digital, seperti
kecanduan game online dan perjudian online, yang dapat menghambat produktivitas mereka. Oleh
karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang baik,
pelatinan keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat, menjadi kunci utama agar anak muda
mampu berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman juga perlu ditekankan,
karena hal ini menjadi modal utama yang paling besar dalam membangun bangsa. Mahasiswa juga
harus merupakan bagian dari unit masyarakat yang harus memberikan kebermanfaatan untuk
masyarakat dengan berbagai karyanya.

Himpunan Mahasiswa Islam bersama mahasiswa di dalamnya menjadi satu salam simpul kekuatan
pemersatu bangsa sehingga dalam momentum kongres yang ke-XXXII di Pontianak Provinsi Kalimantan
Barat kali ini tidak hanya menyelenggarakan regenerasi kepemimpinan secara seremonial, tetapi lebih
jauh lagi akan melahirkan ide-ide yang solutif dan membentuk generasi selanjutnya yang siap sebagai
odal Indonesia Emas 2045, dengan mengusung tema “HMI Menyongsong Indonesia Emas 2045”

Sebagai salah satu organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia, HMI memiliki sejarah
panjang dalam mencetak pemimpin-pemimpin bangsa dan turut serta dalam pembangunan nasional.
HMI berperan strategis dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui berbagai program
pengembangan intelektual, kepemimpinan, dan spiritual. Organisasi ini menjadi wadah pembinaan
mahasiswa yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademis, tetapi juga penguatan nilai-nilai
keislaman yang moderat dan nasionalisme yang kokoh. Di tengah tantangan globalisasi, transformasi
digital, dan perubahan sosial yang cepat, HMI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan
anggotanya siap berperan sebagai agen perubahan.

Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, HMI berperan penting dalam pengembangan sumber daya
manusia yang unggul, membangun kepemimpinan yang berintegritas, memperkuat solidaritas sosial,
serta mendorong inovasi dan transformasi digital. Melalui peran aktifnya di berbagai sektor, HMI dapat
menjadi katalisator dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.
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KETETAPAN - KETETAPAN HASIL
KONGRES HMI XXXII
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 01/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TATA TERTIB DAN AGENDA ACARA
KONGRES XXXIIl HHIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

al = -
s =ay ®
. 2

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efekiifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dem kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan
Tatea Tertib dan Agenda Acara Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno | Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :___ ]| umadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB
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STEERING COMMITTEE

KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

SIDIK
SEKRETARIS

ALlY F SIREGAR
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOODINATOR

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

IZMIL PATOLA
ANGGOTA

MUHAMMAD ] AILANI
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA
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FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

ALBAR
ANGGOTA

ARFINO BI] UA A
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA

ANGGOTA

RANDI OHOINAUNG
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA




KETETAPAN

KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

NOMOR: 02/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG

KONGRES XXXIIl HHIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

- = -
 o=aEy F
. 2

i

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1

MENGINGAT o

MEMPERHATIKAN : 1.

MENETAPKAN L

Billahittaufiq Walhidayah

Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

Bahwa dem kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) maka, dipandang perlu untuk menetapkan
Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

Hasil pembahasan Sidang Pleno | Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN
Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :___ ]| umadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB
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STEERING COMMITTEE

KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

SIDIK
SEKRETARIS

ALlY F SIREGAR
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOODINATOR

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

IZMIL PATOLA
ANGGOTA

MUHAMMAD ] AILANI
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA
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FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

ALBAR
ANGGOTA

ARFINO BI] UA A
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA

ANGGOTA

RANDI OHOINAUNG
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA




KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 03/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

- - il
HIRH TR

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

2. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk
menetapkan Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9,10, dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno | Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Presidium Sidang Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI), yaitu :

Sidik

Fauziburrahman

Alif Micko

Ilkram Usman

M. Ridwan

. Ahmad Ridha N.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan

oukwWNH

diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Padatanggal :___JumadilAwal 1445H
November 2023 M
Pukul : WIB
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STEERING COMMITTEE

KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

AKMAL FAHMI
KOORDINATOR

SIDIK
SEKRETARIS

ALlY F SIREGAR
ANGGOTA

BATRA A. NINGRAT
ANGGOTA

HIDAYAT RENWARIN
ANGGOTA

MAKMUN IMRON
ANGGOTA

PERWIRA SIREGAR
ANGGOTA

ROBBY PRIATAMA
ANGGOTA

SAMSUDDIN
ANGGOTA

TRI ALVIAN MACHWANA
WAKIL KOODINATOR

AHMAD S. RAMADHAN
ANGGOTA

ANDI RIDHO U. AHMAD
ANGGOTA

EDRIA H. SUWARSO
ANGGOTA

IZMIL PATOLA
ANGGOTA

MUHAMMAD ] AILANI
ANGGOTA

RAMON HIDAYAT
ANGGOTA

RIFAL MAULANA
ANGGOTA

SULKARNAIN
ANGGOTA

MUHAMMAD FAIZ
ANGGOTA
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FIRMAN K. SAID
WAKIL KOORDINATOR

ALBAR
ANGGOTA

ARFINO BIl] UA A
ANGGOTA

HENO ANGKOTASAN
ANGGOTA

MAHDUM PATONAH
ANGGOTA

OCTY AVRIANI NEGARA

ANGGOTA

RANDI OHOINAUNG
ANGGOTA

SULAIMAN YAMLEAN
ANGGOTA

TAHIR WAILISSA
ANGGOTA




KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 04/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG) AWABAN (LPJ )

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1442-1444 H/ 2024-2026 M

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efekiifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa setelah mendengar dan mengevaluasi Laporan
Pertanggungjawaban P engurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ ) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa

Islam (HMI) Periode 1442-1444 H/ 2024-2026 M.
MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan
Mahasiswa Islam Periode 1442-1444 H / 2024-2026 M dan
Pandangan Umum Peserta Sidang Pleno Il Kongres XXXI
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-1444 H / 2024-
2026 M.
2. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1442-
1444 H / 2024-2026 M dinyatakan demisioner.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :19 J umadil Awal 1445H
3 Desember 2023 M

Pukul : 07.10WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRULAJIB. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 05/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

a il %)
Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efekiifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI), maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, 17 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Il Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa

Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :___Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL AJ I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 06/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PENJ ELASAN RANGKAP ANGGOTA/] ABATAN DAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

-l = o
H T T
st L 2

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menegakkan ketertiban anggota dan pengurus, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan Rangkap
Anggota/] abatan Anggota dan Sanksi Anggota Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Il Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Penjelasan Rangkap Anggota/| abatan Anggota
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan Penjelasan Sanksi Anggota Himpunan Mahasiswa

Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau

kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : il Awal 1445 H
November 2023 M

Pukul : WIB

]2|Pontianak, 24 November-11 Desember 2023




PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

KETETAPAN

KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

NOMOR: 07/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PENJ ELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

J"i' P
W T i
7 o S i

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

MENETAPKAN

1. Bahwa demi efekiifitas dan kontinuitas roda organisasi maka

dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI).

Bahwa untuk memberikan kepastian prosedur pengesahan
pengurus, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan
Mekanisme Pengesahan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam

(HMI).

Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.

. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

. Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI).

. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres

XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
MEMUTUSKAN

Mengesahkan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau

kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :___ ]| umadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 08/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PEDOMAN-PEDOMAN POKOK KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

-l = o
H T T
ot il 2

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

2. Bahwa untuk menjalankan mekanisme organisasi, maka

dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman-Pedoman Pokok
Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, 16 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan = Pedoman-Pedoman  Pokok  Kepengurusan
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai berikut:
1. Pedemoan Kepengurusan HMI
2. Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan HMI
3. Pedoman Keuangan dan Harta Benda

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : ilAwal 1445 H
November 2023 M

Pukul ; WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 09/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

KETENTUAN ATRIBUT ORGANISASI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

—
-

all = i
H T T
PRt )

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga keseragaman atribut-atribut organisasi,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan Atribut
Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, dan 19 Anggaran Dasar HMI.

Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.
Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Ketentuan Atribut Organisasi Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI), sebagai berikut :

Hymne HMI

Lambang HMI
Lencana/Badge HMI
Bendera HMI

Stempel HMI

Peci/Muts HMI

. Salempang/Gordon HMI

=N

MEMPERHATIKAN

NoukhwNHE

2. Ig'e e%gﬁ%nﬁrﬁg%%'ﬁalﬂm Isejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :__ Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRULAJIB. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 10/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PENJ ELASAN ISLAMSEBAGAI ASAS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

-l = o
H T T
ot il 2

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun
organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjelasan
Islam Sebagai Asas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Penjelasan Islam Sebagai Asas Pengurus
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : ilAwal 1445H

November 2023 M
Pukul : WIB

2)|Pontianak, 24 November-11 Desember 2023




PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 11/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TAFSIR TUJ UAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

all = i
H T T
- )

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun

organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tafsir Tujuan
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

=

Mengesahkan Tafsir Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
PSRRIl ¢ Poptianaki awal 1445 H

November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 12/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

TAFSIR INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

-l = o
H T T
st L 2

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi secara independen,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Tafsir Independensi
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Tafsir Independensi Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : ilAwal 1445H

November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 13/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

NILAI-NILAI DASAR PER] UANGAN DAN BASIC DEMAND INDONESIA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

-l = o
H T T
st L 2

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menentukan arah perjuangan kader maupun
organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nilai-Nilai
Dasar Perjuangan (NDP) dan Basic Demand Indonesia Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Il Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Mengesahkan Basic Demand Indonesia Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI).
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau

kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : il Awal 1445 H

November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 14/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PEDOMAN PERKADERAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

-l = o
H T T
st L 2

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan latihan kader,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Perkaderan
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Pedoman Perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : ilAwal 1445H

November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 15/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

PEDOMAN BADAN-BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

-l = o
H T T
st L 2

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan pengembangan
kader, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Badan-
Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, 15 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Il Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Pedoman Badan-Badan Khusus dan Lembaga
Pengembangan Profesi (LPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),
sebagai berikut :

1. Pedoman KOHATI
2. Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL)
3. Pedoman Badan Penelitan dan  Pengembangan

4. ERIIIBANEMbaga Pengembangan Profesi (LPP)
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau

kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Padatanggal :___JumadilAwal 1445H
November 2023 M

Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRULAJIB. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN

KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

NOMOR: 16/ K-32/ A/ 05/ 1445 H
TENTANG

PROGRAMKER] A NASIONAL (PKN)
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

all = i
H T T
- )

-

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG ;1.
2.
MENGINGAT ;L.
2.

MEMPERHATIKAN : 1.

MENETAPKAN ;1.

Billahittaufiq Walhidayah

Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

Bahwa untuk tujuan organisasi secara teratur dan terencana serta
berkesinambungan, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Program Kerja Nasional (PKN) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Pasal 12, 13, 18 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Program Kerja Nasional (PKN) Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pontianak
Padatanggal : JumadilAwal 1445H

November 2023 M Pukul

WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 17/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

REKOMENDASI KONGRES XXXII
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

-l = o
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st L 2

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk memberikan sikap dan pandangan terhadap masalah
nasional di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, perguruan
tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan, serta masalah-masalah
lainnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekomendasi
Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Rekomendasi Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Padatanggal : JumadilAwal 1445H
November 2023 M

Pukul ; WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 18/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM / FORMATEUR

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1445-1447 H/ 2023-2025 M

-t a o
P fl-"‘:fjllfj.i ]3 )

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Ketua
Umum/Formateur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata
Tertib Pemilhan Ketua UmunyFormateur Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua UmumFormateur
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-

1447 H /2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau

kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : il Awal 1445 H

November 2023 M
Pukul : 02.00WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL AJ I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 19/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1445-1447 H/ 2023-2025 M

-t a o
P fl-"‘:fjllfj.i ]3 )

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Mide
Formateur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib
Pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Mide Formateur Pengurus
Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H /

2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau

kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : ilAwal 1445 H
November 2023 M

Pukul : 02.17WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 20/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN MA] ELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1445-1447 H/ 2023-2025 M

-t a o
P fl-"‘:fjllfj.i ]3 )

-

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

2. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Majelis

Pengawas dan Konsultasi maka dipandang pedu untuk
menetapkan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pengawas dan
Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13, 14 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pengawas dan
Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Periode 1445-1447 H/2023-2025 M.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau

kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah
Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : il Awal 1445 H

November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 21/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG
BAKAL CALON KETUA UMUM/FORMATEUR

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1445-1447 H/ 2023-2025 M

;"i’ e
- T -
L 33

&

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Bakal Calon Ketua Umum/
Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Periode 1445-1447 H/2023-2025 M.

Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.
MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/Formateur Pengurus
Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H /
2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT

N

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Nama-nama Bakal Calon Ketua UmunyF ormateur Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023
2025 M, sebagai berikut :

1.  AliZakyudin

3. Brgavkogsawan
4. M.]Jusyanio
5. Rianda Banmawi

6. Rifigi Hamdani
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :___Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRULAJIB. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 22/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG
CALON KETUA UMUM / FORMATEUR

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1445-1447 H/ 2023-2025 M

- a o
P fl-"‘:fjllfj.i ]3 )

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Calon Ketua Umum/Formateur
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-
1447 H/2023-2025 M.

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan putaran pertama Calon Ketua UmunyFormateur
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-
1447 H/2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Nama-nama Calon Ketua UmunyFormateur Pengurus Besar

bipeynanMansisng dsiam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023
. Ali Zakyudin

. Bagas Kumiawan

. Husnul Qoni

. M. Jusryanto

ok, WNBKH

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal :__ Jumadil Awal 1445 H

November 2023 M
WIB

Pukul
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 23/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG
KETUA UMUM / FORMATEUR

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1445-1447 H/ 2023-2025 M

-t a o
P fl-"‘:fjllfj.i ]3 )

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Umum/Formateur
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-
1447 H/2023-2025 M.

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan putaran kedua Calon Ketua UmumyFormateur
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-
1447 H /2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Saudara Bagas Kumiawan sebagai Ketua Umum / Formateur
terpilih Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) P eriode
1445-1447 H / 2023-2025 M.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :___Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M

Pukul :16.12WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG

47|Pontianak, 24 November-11 Desember 2023




KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 24/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG
MIDE FORMATEUR

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1445-1447 H/ 2023-2025 M

o o
P fl-"‘:fjllfj.i ]3 )

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan organisasi, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Mide Formateur Pengurus
Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H /
2023-2025 M.

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Saudara: 1. Mohamad ] usrianto
2. Rifgi Hamdani
Sebagai Mide Formateur terpilih Pengurus Besar Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H/2023-2025 M.

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :___Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M

Pukul : 16.13WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRULAJIB. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 25/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

NAMA-NAMA ANGGOTA MA|] ELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI (MPK)
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)
PERIODE 1445-1447 H/ 2023-2025 M

. 2
Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk mengawasi dan memberikan ruang konsultasi
terhadap organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-1447 H / 2023-
2025 M.
MENGINGAT © 3 PE At e ARG gL RO Faaga HMI
MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno V Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Hasil Pemilihan Calon Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi
(MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode
1445-1447 H / 2023-2025 M.
3. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK)
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 1445-
1447 H/ 2023-2025 M, sebagai berikut :

1. Wiedi Widayat 9. Igbal Boiratan

2. Muhammad Safii 10. Imam Taufik

3. Wahyu Hamdani 11. Akbar Hanubun

4. Fauzi Marasabessy 12. fdha Hanum

5. Ari Wahyudi 13. Ahan Syahrul Arifin
6. Miftahun Najah 14, Hamdan Kasim

7. Nurendra Bagaskara 15. Achyar Al-Rasyid
8. Hari Azwar

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Padatanggal :__ Jumadil Awal 1445 H
November 2023 M
Pukul : 16.30WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRULAJIB. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 26/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

REKOMENDASI TEMPAT PELAKSANAAN KONGRES XXXl
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

e 4
Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), setelah:
MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Bahwa untuk menyukseskan Kongres XXXIIl, maka dipandang
perlu untuk menetapkan Rekomendasi Tempat Pelaksanaan
Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.

N

Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.
MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan Sidang Pleno Ill Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Merekomendasikan Tempat Pelaksanaan Kongres XXXIII
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dengan nama-nama daerah
sebagai berikut :

1. Gorontalo 6. Karawang

2. Ciputat 7. Bangka Belitung
3. Palu 8. Makassar

4. Mataram 9. Manado

5. Banda Aceh 10. Bogor

2. Ketetapan ini berlakuy sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kemba |?ika terdapat kekg-:-?iruan 8lggalarfr)1nya. J

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 27 ] umadil Awal 1445H
11 Desember 2023 M

Pukul :16.33WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRULAJIB. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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KETETAPAN
KONGRES XXXIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
NOMOR: 27/ K-32/ A/ 05/ 1445 H

TENTANG

HASIL-HASIL SIDANG KONGRES XXXIll
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HM)

—
-

= 2 o
H T T
l{:ln_‘rﬂ:-_;,:"ﬂ":rjllfﬁ ]& * 4

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT., Kongres XXXII Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI), setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa demi efektifitas dan kontinuitas roda organisasi, maka
dipandang perlu untuk mengadakan Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

2. Bahwa untuk melegitimasi keseluruhan rangkaian proses dan
putusan pada Kongres XXXIl, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Hasil-Hasil Sidang Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).

MENGINGAT : 1. Pasal 12, 13 dan 19 Anggaran Dasar HMI.
2. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil pembahasan dan ketetapan Sidang Pleno | hingga Pleno V
Kongres XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Peserta Kongres
XXXII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan Hasil-Hasil Sidang Kongres XXXII Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal :27] umadil Awal 1445H
11 Desember 2023 M

Pukul : 16.35WIB
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PRESIDIUM SIDANG
KONGRES XXXIIl HHMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

SIDIK FAUZIBURRAHMAN ALIF MICKO
PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
IKRA USMAN KHAIRUL A] I B. M. RIDWAN
PRESIDIUM SIDANG PRE SIDIUM SIDANG PRESIDIUM SIDANG
AHMAD RIDHA N.

PRESIDIUM SIDANG
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TATA TERTIB KONGRES HMI KE XXXII

TATATERTIB KONGRES HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM XXXII

A. Nama
Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-XXXII

B. Waktu dan Tempat
Kongres Himpunan Mahasiswa Islam XXXII dilaksanakan pada
tanggal 24- 29 November 2023, bertempat di Kota P ontianak.

C. Status
1. Kongres merupakan Musyawarah Cabang-cabang

3. Kengres MearannD (srigyashan sekinpgi Organisasi

D. Kekuasaan

1. Menyampaikan pandangan umum Penanggungjawab
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

2. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan GBHO beserta penjabarannya.

3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilinh Ketua
Umum yang sekaligus merangkap sebagai formateur dan 2
orang mide formateur.

4. Memilih dan menetapkan Majelis Pengawas dan
Konsultasi (MPK) PB HMI

5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggara
Kongres HMI berikutnya

6. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Ekstemal.

E. Pese

1. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan
dan/atau Peninjau HMI Cabang dan Kohati PB HMI, Kohati
Cabang, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi PB
HMI, Bakornas BPL, BALITBANG PB HMI, BADKO HMI
dan Anggota MPK

2. BADKO HMI, KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga
Kekaryaan, Bakornas LPL, Anggota MPK dan Cabang
Persiapan merupakan Peserta Peninjau.

3. Peserta Utusan adalah Cabang Penuh yang mempunyai
hak suara dan Hak bicara sedangkan peninjau mempunyai
hak bicara

F. Sidang-Sidang
1. Sidang Pleno
2. Sidang Komisi

G. Pimpinan Sidang

1. Steering Committee memimpin siding sampai terpilihnya
pimpinan siding yang baru yang berbentuk presidium

2. Presidium sidang yang di pilih dari peserta utusan atau
peninjau oleh
peserta utusan, dengan ketentuan sebanyak 5 (lima)
orang, yang masing- masing dipilih dari peserta
kongres.

H. Tugas-Tugas Pimpinan Sidang
1. Steering Committee bertugas untuk:
a. Memimpin sidang Pleno Kongres HMI sampai
terpilihnya Presidium Sidang
b. Membantu tugas-tugas Presidium sidang dan
Pimpinan Sidang Komisi
c. Menyiapkan draft ketetapan-ketetapan /konsideran
Kongres HMI
d. Mengarahkan jalannya persidangan selama Kongres HMI
2. Presidium Sidang bertugas untuk:
a. Memimpin sidang pleno Kongres HMI

. Membantu tugas-tugas pimpinan sidang komisi
3. Bimpinan Si&éng or#lgl berl)'tUSas untu?c J
a. Memimpin Sidang Komisi
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I. Keputusan
1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

2. Bila point1 (satu) tidak tercapai, maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting

J. Quorum
1. Kongres dapatdi nyatakan sah apabila dihadiri oleh
lebih %2 + 1 separuh jumlah utusan (cabang penuh)
2. Bila point 1 (satu) tidak terpenuhi maka sidang kongres
diundur selama 1x60 menit dan setelah itu dinyatakan
sah

K. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Tata Tertib ini akan

diatur
kemudain berdasarkan musyawarah dan mufakat
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AGENDA ACARA KONGRES HMI KE XXXII

WAKTU (WIB)

AGENDAACARA PJ
18 — 23 November 2023
Keberangkatan dan P enjemputan LO
Peserta

Jum’at 24 November 2023

07.00 — 08.30 | (Prepare Opening Cerenmony) Remarks: All SC &All OC
Stan by

Opening Ceremony
- BemBykaan Ayat Suci Al-Quran

= Menyanyikan Lagu Indonesia Raya da Hymne
HMI (Paduan Suara
08.30 - 11.00 = Laporan Ketua PANASKO Kongres HMI XXXII Hesty, Intan,
=  Sambutan-Sambutan Aulia, Mirna
0 Ketua Umum PB HMI
o Koordinator PresidiumMN KAHMI
o Gubemur Kalimantan Barat
o Presiden Republik Indonesia sekaligus
membuka acara
e Pembacaan Do’a dan Penutup

Orasi limiah
11.00-12.00 | Pembicara: Oesman Sapta Odang Sopiallah
Tema: Tantangan Ekonomi Indonesia Di Masa Emas
2045

12.00 - 13.00 | ISHOMA

DISKUSI PANEL/SEMINAR

Tema: “Potensi Industri Sawit dan Pertambangan di
Kalimantan Barat Terhadap Pembangunan Ekonomi
Nasional dan Konversi Lingkungan”

Pembicara:

e Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI)
e Erick Thohir (Menteri BUMN RI)

e Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi RI)

13.00-17.00 Sopiallah

Penanggungjawab: SC Kongres HMI XXXI|
Remaks : Panasko dan Panlok stand by

Sabtu 25 November 2023

07.00 - 07.30 | Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno |

07.30 - 12.00 | Sidang Pleno |

12.00 - 13.00 | ISHOMA

DSIKUSI PANEL/SEMINAR
Tema: “Asistensi Peran HMI Dalam Menyongsong
Indonesia Emas 2045”

13.00 - 18.00 | Pembicara Sopiallah
o Dolli Kurnia Tandjung (Korpres MN KAHMI)
. Dito Ario Tedjo (MENP ORA RI)
) Sandiaga Salahuddin Uno

(MENPAREKRAF RI)

Penanggungjawab: SC KONGRES

HMI XXXII Remarks: Panasko dan

18.00 — 19.30 | ISHOMALaN DY

19.30 — 22.30 | Lanjut Sidang Pleno |
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Ahad, 26 November 2023

07.00— 07.30 | Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno I
07.30-11.30 | Sidang Pleno I
11.30-13.00 | ISHOMA
13.00 - 13.30 | Reqistrasi Peserta
13.30—-15.30 | Lanjut Sidang Pleno Il
Pé?nlg?ﬂ-"grli\vgg/;'ﬁﬁ%lE’é\#@lanjutan Di Kalimantan
Barat Melalui IKN Dan Kawasan Industri”
Pembicara:
15.30-18.00 e Luhut Binsar Pandjaitan (Menkomarves RI) Sopiallah
e Bambang Susantono (Kepala Otorita IKN) P
e Arsjad Rasjid (Ketua KADIN)
Penanggungjawab : SC KONGRES HMI XXXII
Remarks: Panasko dan Panlok Stan by (Sholat Ashar
Secara Bergantian dan akan Dipandu Oleh Moderator
Acara)
18.00-19.30 | ISHOMA
19.30 - 22.30 | Lanjut Sidang Pleno I
Senin, 27 November 2023
ﬁe&;&trasnﬁesec@ﬂnt%@ang Pleno lll
07.30 - 12.00 | Sidang Pleno I
12.00-13.00 | ISHOMA
13.00 - 13.30 | Registrasi Peserta
DISKUSI PANEL/SEMINAR
Tema: “Membangun Toleransi Di Tengah Keberagaman
Kalimantan Barat”
Pembicara:
e Harrison (Pj. Gubernur Kalimantan Barat) :
13.30 - 18.00 e Maman Abdurrahman (DPR RI) Sopiallah
e Sukiryanto (DPD RI)
e Prof. Chairil Effendi (Akademisi)
Penanggungjawab : SC KONGRES HMI XXXII
Remarks: Panasko dan Panlok Stan by (Sholat
Ashar Secara Bergantian dan akan Dipandu Oleh
Pimpinan Sidang dan OC)
18.00-19.30 | ISHOMA
19.30 - 22.30 | Lanjut Sidang Pleno Il
Selasa, 28 November 2023
07.00 — 07.30 | Registrasi Peserta Untuk Sidang Pleno IV
07.30-11.00 | Sidang Pleno IV
11.00-13.00 | ISHOMA
13.00 — 13.30 | Registrasi Peserta
Lanjut Sidang Pleno IV
13.30-18.00 | Remarks : (SholatAshar Secara Bergantian dipandu
Oleh Pimpinan Sidang dan OC)
18.00-19.30 | ISHOMA
19.30 - 22.30 | Lanjut Sidang Pleno IV
Rabu, 29 November 2023
07.00 — 07.30 | Registrasi Peserta Untuk Sidang PlenoV
07.30-12.00 | Sidang PlenoV
12.00-13.00 | ISHOMA
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13.00 - 13.30

Registrasi Peserta

13.30 - 18.00

Lanjut Sidang Pleno V
Remarks : (Sholat Ashar Secara Bergantian dipandu
Oleh Pimpinan Sidang dan OC)

18.00 — 19.30

ISHOMA

19.30 — 22.30

Lanjut Sidang Pleno V

Kamis, 30 November 2023

07.00 - 09.00

Prepare Closing Ceremony

09.00 - 12.00

Closing Ceremony

e Pembukaan

o FrRMbasERAAYaERYHOEREARaya dan Hymne
HMI

e Laporan Ketua PANASKO HMI XXXII

e Sambutan-sambutan
o Demisioner Ketua Umum PB HMI
o FormateurTerpilih PB HMI 2024-2026
o PresidiumMN KAHMI

e Pembacaan Doa dan Penutup

12.00 - 13.00

ISHOMA
(Dilanjutkan dengan Pemulangan P eserta Kongres HMI
XXXII)
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ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
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e KONGRES HM KE XXXl

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

L Y 1); 3 5-!
'-‘-" -'l.lr“l'{-l b o

MUKADDIMAH
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fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-
mata kehadirat-Nya.

Menurut iradat Allah Subhanahu wata‘ala kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya
adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman,
ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat Allah Subhanahu wata‘ala Bangsa Indonesia telah berhasil merebut
kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi
kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju
masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban
berperan aktif dalam menciptakan Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia
menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta
peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia
bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi
terwujudnyamasyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata‘ala.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah Subhanahu
wata'ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan
nama Allah kami Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang
digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:

BAB |
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bemama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.

Pasal 2
Waktu dan Tempat Kedudukan
HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan
tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di
tempat Pengurus Besar.

BAB I

Pasal 3
Asas

HMI berasaskan Islam.
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o KONGRES HM KE XOXXI

BAB Il

TUJ UAN, SIFAT DAN STATUS
Pasal 4
Tujuan

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bemafaskan Islam dan
bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah
Subhanahu wata’ala.

==

Pasal 5
Sifat

HMI bersifat independen

Pasal 6
Status

HMI adalah organisasi mahasiswa

BAB IV
USAHA, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 7
Usaha
Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.

Membina pribadi muslim yang mandiri.

Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi
kemaslahatan masa depan umat manusia.

M_egngjukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dinul Islam dalam kehidupan
pribadi,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memperkuat Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia.

Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan
kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.

Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan

=RAAA52aRa lain yang tidak bertentangan dengan ayat (1) s.d. (7) dan sesuai
dengan asas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan
organisasi.

Pasal 8
Peran
HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

Pasal 9
Fungsi
HMI berfungsi sebagai organisasi kader.
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BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 10
1. Anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi
dan/atau yang sederajat yang telah dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader 1
oleh Pengurus HMI Cabang atau Pengurus Besar HMI.

3. SeliAR RegsgEbeAlkbibAcHariRBAPPBNggota HMI diatur lebih lanjut dalam ART
HM

BAB VI
KEDAULATAN
Pasal 11

Kedaulatan berada ditangan anggota HMI yang pelaksanaannya diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12 Kekuasaan
Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/ Musyawarah Cabang dan Rapat
Anggota Komisariat.

Pasal 13
Kepemimpinan
1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI
Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI dibentuk Badan Koordinasi.
3.  Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang dapat dibentuk Koordinator Komisariat.

N

Pasal 14
Majelis Pengawas dan Konsultasi
Dalam rangka pengawasan dan sebagai wadah konsultasi kepengurusan HMI
disetiap tingkatan, maka dibentuklah Majelis P engawas dan Konsultasi Himpunan
Mahasiswa Islam yang disingkat dengan MPK HMI

Badan-Badan Khusus danpfgﬁ!b]asga Pengembangan Profesi

Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI, maka dibentuk Badan-
Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi.

BAB Vil
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 16 Keuangan dan Harta Benda
1. Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi,
bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
2. Keuangan dan harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan
sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan
tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.
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BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 17
1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat
dilakukan oleh Kongres.
2. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka
keuangan dan harta benda yang dimiliki HMI wajib diserahkan kepada lembaga
amal Islam.

BAB X
PEN) ABARAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN

Pasal 18
Penjabaran Anggaran Dasar HM
1. Penjabaran Pasal 3 tentang asas organisasi dirumuskan dalam memori
penjelasan tentang Asas HML.
2. Penjabaran Pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalamTafsir Tujuan HMI.

3. ﬁﬁ/ﬂjabaran Pasal 5 tentang sifat organisasi dirumuskan dalamTafsir Independesi

4. Penjabaran Pasal 7 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja
Nasional (PKN).

5. Penjabaran Pasal 8 tentang peran organisasi dirumuskan dalam  Nilai-nilai Dasar
Perjuangan (NDP ) dan Basic Demand Indonesia (BDI)

6. Penjabaran Pasal 9 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman
Perkaderan HMI.

7.  Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar ayat 1 hingga 6 di atas
dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

8. Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah sebagai
bagian
tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar HMI.

Pasal 19
Aturan
Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar
dimuat dalam Peraturan-P eraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI.
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Pasal 20

Pengesahan
Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada
Kongres Il di ] akarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada:
Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955;
Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957;
Kongres VI di Makassar, tanggal 20 ) uli 1960;
Kongres VIl di ] akarta, tanggal 14 September 1963;
Kongres VIl di Solo, tanggal 17 September 1966;
Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969;
Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971,
Kongres Xl di Bogor, tanggal 12 Mei 1974;
Kongres XlI di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976;
Kongres Xl di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979;
Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981;
Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983;
Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986;
Kongres XVII di Lhokseumawe, tanggal 6 J uli 1988;
Kongres XVIII di] akarta, tanggal 24 September 1990;
Kongres XIX di Pekanbaru, tangal 9 Desember 1992;
Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 ] anuari 1995;
Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997;
Kongres XXII di ] ambi, tanggal 3 Desember 1999;
Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2001;
Kongres XXIV di ] akarta, tanggal 23 Oktober 2003;
Kongres XXV di Makassar, tanggal 20 Februari 2006;
Kongres XXVI di Palembang, tanggal 28] uli 2008;
Kongres XXVII di Depok, tanggal 5 November 2010;
Kongres XXVIII di] akarta Timur, Depok, ] akarta Selatan, tanggal 15 Maret-15 April 2013;
Kongres XXIX di Pekanbaru, tanggal 22 November-5 Desember 2015;
Kongres XXX di Ambon, tanggal 14-27 Februari 2018;
Kongres XXXl di Surabaya, tanggal 17-27 Maret 2021,
Kongres XXXII di Pontianak, tanggal 24 November — 11 Desember 2023;
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ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB |
KEANGGOTAAN

BAGIAN |
ANGGOTA

Pasal 1
Anggota

1. Anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar di perguruan tinggi dan
dinyatakan lulus Latihan Kader | (Basic Training) oleh pengurus HMI Cabang atau
Pengurus Besar dan belum pernah menjadi anggota HMI sebelumnya.

2. Setiap anggota HMI terdaftar sebagai anggota komisariat di perguruan
tinggiffakultas tempat studinya.

3. Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka anggota HMI tersebut terdaftar di komisariat
tempat mengikuti pelaksanaan Latihan Kader|.

4.  Setiap anggota komisariat adalah anggota cabang.

BAGIAN I
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 2

1.  Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus menyatakan kesediaan
secara tertulis untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
ketentuan/peraturan organisasi lainnya.

2. Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat ayat (1) dan lulus mengikuti Latihan
Kader | dinyatakan sebagai anggota HMI.

BAGIAN Il MASA
KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Masa keanggotaan HMI adalah :

a. Terhadap mahasiswa D3/D4/, S1 berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
setelah masa studi selesai;

b. Terhadap mahasiswa yang melanjutkan studi ke S2/S3 berakhir selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah masa studi selesai.

2.  Anggota HMI yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus
diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya
(dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan
tidak dapat menjadi pengurus lagi.

3. Anggota HMI yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi
atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang
diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana
dimaksud ayat (2) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir)

4. Masa keanggotaan HMI berakhir apabila:

a. Telah berakhir masa keanggotaannya;
b. Meninggal dunia;

G Menppdukan dit i politik:
e. Diberhentikan atau dipecat;
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f. Tidak terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin (a) sampe dengan
(d).

g. Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya, maka
tidak dapat lagi menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

BAGIAN IV
HAK DAN KEWA)] IBAN

Pasal 4
Hak Anggota

Setiap anggota memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk di pilih

Pasal 5
Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI.

Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi.

Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan
moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi.

Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta
berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan AD dan ART.
Setiap anggota berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi.

BAGIAN V
MUTASI ANGGOTA

Pasal 6

Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu cabang ke
cabang lain dan dari satu komisariat ke komisariat lain.

Dalam keadaan tertentu, seorang anggota HMI dapat memindahkan status
keanggotaan nya dari satu cabang ke cabang lain atau satu komisariat ke
komisariat yang lain atas persetujuan cabang atau komisariat asalnya.

Untuk memperoleh persetujuan dari cabang atau komisariat asal, maka seorang
anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya
diberikan surat keterangan.

Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan

ﬂ%F@@BY&B%&?J‘ Hﬁﬂaé‘ﬂéé’roa?‘%réaha) perguruan tinggi yang berbeda
wilayah kerja cabang atau komisariat maka ia harus memilih salah satu cabang
atau komisariat.

BAGIAN VI
RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP ) ABATAN

Pasal 7

Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi
lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota
organisasi lain atas persetujuan Pengurus Cabang.

Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam

ketentuan
tersendin.

Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI harus
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menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN Vii
SANKSI ANGGOTA

Pasal 8
Sanksi Anggota

S R PR T B Rl R A LTRSS iRt
organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau
melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.

Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain
yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang
ditunjuk untuk itu.

BAB I
STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

IR S

Pasal 9
Status

Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang.

Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.

Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekal..

Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari
ketentuan Pasal 9 ayat (3).

Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu
cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah
cabang penuh.

Pasal 10
Kekuasaan/Wewenang
Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar.
Menetapkan AD/ART, Pedoman-Pedoman Organisasi, Program
Kerja Nasional dan Rekomendasi.

Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus
merangkap

sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan
Mahasiswa Islam (MPK HMI)

Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.

Menetapkan dan mengesahkan penmbentukan dan pembubaran Badan Koordinasi
(Badko).
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Pasal 11
Tata Tertib

Penanggungjawab Kongres adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan/Peninjau Pengurus Cabang,
Peninjau Pengurus Cabang Istimewa, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga
Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan (BPL) PB HMI, Badan
Penelitian Pengembangan P B HMI, Badko, MPK HMI.

PB HMI, Kohati PB, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola

bHE3PaRBcEbAnRadrR WREBSHEAP kPSR TRPaRgas PRSEM. pBARfGy, Cabang
Peserta Utusan menmpunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau
mempunyai hak bicara.

Banyaknya utusan Cabang dalam Kongres dari jumlah Anggota HMI Cabang
Penuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut

Sn=

a.p x-1

Di mana:

Cabang Penuh

X adalah bilangan asli {1,2,3,4,. }
Sn =) umlah Anggota

a =300 (Tiga Ratus)

RigH PRI =3

utusan
J umlah anggota Jumlah  Utusan
300 s/d 900 1
901 s/d 2.700 2
2.701 s/d 8.100 3
8.101 s/d 24.300 4

Dan seterusnya.................

J umlah Peserta Utusan dan peninjau ditetapkan Pengurus Besar.

B{W%Hagaﬁlggpgeﬁ%r&g&gsgll d'm.da” peserta (Utusan/Peninjau) oleh Peserta

Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh (50 % +1)
jumlah Peserta Utusan Cabang penuh.

Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Kongres diundur selama 1 x 12 jam dan
setelah itu dinyatakan sah.

Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LP)) dan dibahas oleh
Kongres maka PB HMI dinyatakan Demisioner.

BAGIAN I
KONFERENSI CABANG/MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG

Pasal 12
Status

Konferensi Cabang (Konfercab) merupakan musyawarah utusan komisariat.
Konfercab/Muscab merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat
Cabang.
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Cabang penuh yang memiliki 3 (tiga) komisariat penuh atau lebih,
menyelenggarakan Konferensi Cabang.

Bagi Cabang penuh menyelenggarakan Konferensi
Cabang (Konfercab) dan cabang persiapan menyelenggarakan
Musyawarah Anggota Cabang (Muscab).

Konfercab/Muscab diselenggarakan satu kali dalam setahun.

Jika ayat (5) tidak tempenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk
caretaker untuk menyelenggarakan Konfercab/Muscab.

Kekuasaa?f"aﬁh:ﬁewenang

Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LP] ) kepada Pengurus Cabang.
Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang.

Memilih Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap
sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

Pasal 14
Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang

Penanggungjawab Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang adalah pengurus cabang
Konferensi Cabang dihadiri oleh Utusan/Peninjau Komisariat, Pengurus Kohati
Cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, dan Korkom.

Peserta Utusan Konferensi Cabang adalah utusan Komisariat Penuh, sedangkan

B%%e,ﬁ%u terdiri dari komisariat persiapan, kohati cabang, BPL Cabang, LPP
Cabang, Balitbang Cabang, dan Korkom.

Peserta Musyawarah Cabang adalah anggota HMI.

Peserta Utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan Peserta
Peninjau mempunyai hak bicara.

Banyaknya utusan Komisariat dalam Konfercab ditentukan dari jumlah Anggota
dengan menggunakan rumus sebagai berikut

Sn = a.px-1

Keterangan: x adalah bilangan asli (1,2,3,4,.)
Sn =) umlah Anggota

a =50 (lima puluh)

p =Pembanding =3

(tiga) x =) umlah

Utusan

Jumlah anggota Jumla Utusa
h n

50 s/d 150
151 s/d 450

451 s/d 1.350
1.351 s/d 4.050

4.050 s/d 12.150
12.151 s/d 36.450

OuUl hWNBK

Dan seterusnya .......c...ccceeueens

Pimpinan Sidang Konfercab/Muscab dipilih dari Peserta Utusan/Peninjau oleh

Peserta Utusan dan berbentuk presidium
Konfercab/Muscab baru dapat dinyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh
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(50 % +1)jumlah Peserta Utusan Komisariat penuh.
9. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi, maka Konfercab/Muscab diundur 1 X 12 jam
setelah itu dinyatakan sah.
10. Setedlah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan
dibahas oleh Konfercab/Muscab, maka pengurus cabang
dinyatakan demisioner.

BAGIAN 1l
MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG ISTIMEWA

Pasal 15
Status

1. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa merupakan forum
pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang Istimewa.

2. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa merupakan permusyawaratan anggota
Cabang Istimewa yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus
Cabang Istimewa.

3. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah seluruh anggota HMI

Cabang

Istimewa.
4. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).
5. Jika ayat (4) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI menunjuk

caretaker untuk menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa.

Pasal 16
Kekuasaan dan Wewenang
1. Meminta Laporan Pertanggung J awaban (LPJ) kepada
Pengurus Cabang Istimewa.

2.  Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang Istimewa.

3.  Memilih Pengurus Cabang Istimewa dengan jalan memilih Ketua Umum yang
merangkap sebagai F ormateur dan 2 (dua) Mide Formateurr.

Pasal 17
Tata Tertib Musyawarah Anggota Cabang
Istimewa
1. Penanggung jawab Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah Pengurus
Cabang Istimewa.

2. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dihadiri oleh Anggota HMI Cabang
Istimewa, BPL Cabang Istimewa, Pengurus KOHATI Cabang Istimewa, LPP
Cabang Istimewa.

3. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa adalah anggota HMI Cabang
Istimewa.

4. Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa mempunyai hak suara dan hak
bicara.
5. Pimpinan Sidang Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dipilih dari
Peserta Musyawarah Anggota Cabang Istimewa dan berbentuk
Presidium.

6. Musyawarah Anggota Cabang Istimewa baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri
lebih dari separuh (50% +1) jumlah Peserta.

7.  Apabila ayat (6) tidak terpenuhi, maka Musyawarah Anggota Cabang Istimewa
diundur 1x12 jam setelah itu dinyatakan sah.
8.  Setelah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dan dibahas olen Musyawarah

Anggota Cabang Istimewa, maka Pengurus Cabang Istimewa dinyatakan demisioner.

72|Pontianak, 24 November-11 Desember 2023



52! KONGRES HM KE XXXl

H

N =

!—\

BAGIAN IV
RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

Pasal 18
Stahus

Rapat Anggota Komisariat (RAK) merupakan musyawarah Anggota HMI Komisariat.
Rapa: Anggota Komisariat (RAK) dil aksanakan satu kali dalam satu tahun.

Pasal 19
Kekuasaan/Wewenang

Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LP] ) kepada Pengurus Komisariat.

Meretapkan Pedoman Kerja Pengurus Komisariat.

Memnilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap
sebagai Formateur dan dua Mide Formateur.

Pasal 20
Tala Tertib Rapat Anggota Komisariat

Penanggungjawab Rapat Anggota Komisariat (RAK) adalah pengurus komisariat

Peserta Rapat Anggota Komisariat (RAK) terdini dari pengurus Komisariat, Anggota
HMI Komisariat dan Pengrus Kohati Komisariat.

Pimpinan Sidang RapatAnggota Komisariat (RAK) dipilih dari Peserta
Utusan/Peninjau oleh Peserta Utusan dan berbentuk presidium.

Rapat Anggota Komisariat (RAK) baru dapat dinyatakan sah gpabila dihadiri 1ebih dari
separuh jumlah (50% + 1)

Anggota HMI komi sarid.

Apahila ayat (4) tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota Komisariat (RAK) diundur 1 x 3jam
setdah itu dinyatakan sah.

Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LP]) dan dibahas oleh RAK maka
penguru Komisariat dinyatakan demisioner.

B SIRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN V
PENGURUS BESAR

Pasal 21
Status
Pengurus Besar adalah BadaryInstansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
Masa jabatan Pengurus Besar adalah dua tahun terhiting sejak pelantikan/serah terima
jabatan dari Pengurus Besar damisioner.
Pasal 22
Personalia Pengurus Besar

Fornmasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderd,
dan Bendahara Unmum.,

Fonmasi Penguruss Besar harus mempertimbangkan efekiifitas dan efisiensi kinerja
kepengurusan sertamenpertimbangkan keterwakilan wilayah.

Yang dapat menjadi personalia Pengurus Besar adal ah:
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a. Ber-ragwa kepada Allah SWT.
b. Dapatmembaca Al Qur’an dengan benar.

c. Tidak sedang dijatuhi sanksi orgenisasi.

d. Dinyatakan Iulus mengkuti Iatihan Kader @I yang dibuktikan dengan satifikat
kelulusan.

e. Pemah menjadi pengurus Komisariat danCabang

f. Tidak menjadi personalia Pengurus Besar untuk periode ketiga kalinya kecuali jabaan
Ketua Umum.

Yang dapat menjadi Ketua UnunyFonmateur Pengurus Besar adal ah:

a. Bertagwa kepadaAllah SWT.

b. Dapat membaca Al Qur andengan benar didalam forum Kongres.

C. "l;g:kngs:g;ng dijatuhi sanksi organisasi yang dibukiikan dengan Surat Keterangan dari

d. Dinyatakan Ilulus mengikuti Latihan Kader 1I yang dibukiikan dengan satifikat
kelulusan.

e. Pemah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan/atau Pengurus
Besar HMI.

. Kty RarealeraR e Ratir AR kpreshsrrbilsHAdiB e cabang asd, di mana
g. Membuat karya ilmiah yang terindeks Sinta.
h. Telah atau sedang menenpuh studi Pascasarjana dengan memiliki IPK mininum 2,75

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres, personalia Pengurus Besar harus
sudah dibentuk dan Pengurus Besar Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat (5), formateur tidak dapat

menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia aau berhalangan tetap lainnya,
maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.

Apabila Ketua Unum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maeka dapat dipilih pejabat
Ketua Umum.

Yang dinmeksud dengan tidak dapat menjadankan tugas/non aktif, adalah:
a. Meningagal durnia

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tuges selama 6 (enam) bulan berturut-
turut.

c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-
furut.

Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Unum sebelum Kongres
apabila memenuhi satu ataulebih hal-hal berikut:

a. Membuat pemyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 4.
b. Terbukti mdanggar Anggaran DasarPasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasdl 71.
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat

3.
Pemberhentian Ketua Unmum dan pengangkatan/pengamhilan sumpeh Jabatan Ketua Unum

sebdum Kongres hanya dapat mdahui:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan
Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemmberhentian Ketua Umum diusulkan melalui
Keputusan Rapat Harian Pengurus Besaryang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.

b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang
disetijui 50%-+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%-+ jumlah
Pengurus Besarapabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal %zjumlah Cabang peruh.

c. Keputusan MPK HMI takait sengketa konstitusiona

Usulan pemberhentian Ketua Unum harus disampaikan secara tertulis disertal alasan, bukti

dan saksi disertai tanda tangan Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan
Konsultas Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).

Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada
Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) selambat-
lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Majelis
Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) yang bersifat final dan
mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan
diterima.

Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurken dini, Sekretans Jendral Pengurus
Besar secara otomatis menjadi Pejaba Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan
diamhil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Unmum dalam Rapat Harian Pengurus Besarterdekat.

Bila Sekrdaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementaa Ketua Umum karena
mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Haran yang
terdekat dari mangkat atau rmmdumya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Unium
diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi hingga dipilih,
diangkat dan disumpeh jabatan Pejabat Ketua Umum ddam Rapat Harian Pengurus Besar
yang terdekat.

Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat (Pj) Ketua Umum,
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum membeaitahukan mengkat atau pengunduran dini
Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK
HMI) dan untuk selanjuinya mengundang anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi
Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus
Besar.

Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh
Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Unum dapat dipilih melalui Musyawarah
atal pemungutan suara dan calon-calon yang terdini dari Sekretaris Jenderd, Bendahara
Umum, danKetua Bidang

Pengambilan Sumpah Jabdan Pgabd (Pj) Ketua Umum dilakukan oleh Mgjelis Pengawas
dan Konsultasi Hmpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).

Ketua Unim dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia
Pengurus Besardengan menpertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesaktifan yang bersangkutan dalam Rapatrapat PB HMIL.
b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.

c. Partisipas yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang
bersangkutan).

Pon a, b dan ¢ wajib dilaksanakan oleh Ketua Umum PB HMI dan jika poin a, b dan c tidak
dilaksanakan maka MPK HMI bisa melakukan pembatalan SK reshuffle yang dikeluarkan

oleh Ketia Umum PB HML.
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Pasal 23
‘Tugas dan Wewenang

Menggarakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres.

Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada
seluruh aparat dan anggota HML.

Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode
berlangsung.

Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minima satu minggu sekali, selama periode
berlangsung.

Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minima 2 kali dalam 1 bulan, selama
periode berlangsung.

Memfasilitasi Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK
HMI) dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau Sidang Majelis Pengawas dan
Konsultas Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) lainnya ketika diminta.

Menearima laporan kerja, mengesahkan, menetapkan, melantik dan membearhentikan Badan
Khusus, Lembaga Pengembangan Profesi dan pengurus Badko. Tatacara pengesahan
penctapan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Mengawasi proses pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Badko.

Menaikkan dan memurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang
melalui Badko.

Menetapkan dan mengesahkan Pengurus HMI Cabang.

Mengesahkan pemekaran Cabang badasartkan rdkomendasi Konfercab Induk dan
menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah
(Musda) Badko.

Meryelesaikan pemmasalahan yang terjadi di tingkatan pengurus cabang, jika dianggap
Badko tidak manmu menyelesaikan dan atau Badko merekomendasikan penyelesaiannya
medalui Pengurus Besar

Pengurus Besar HMI menerhitkan Surat Keputusan K epengurusan HMI Cabang Selambat-
Lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak Hasil-Hasil Konferensi Cabang, Musyawarah
Cabang, Musyawarah CabangIstimewa diberikan kepada Pengurus Besar HML

BAGIAN VI
BADAN KOORDINASI
Pasal 24
Status

Badan Koordinasi (Badko) HMI adalah badan pembantu sebagai perpanjangan tangan
Pengurus Besar HMI berkedudukan di satu (1) provinsi atau lebih.

Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI Cabang di wilayah kerjanya sebagai
tindak lanjut penddegesian kewenangan PB HML

Masa jabatan Pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 25
Personalia Pengurus Badko
Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdini dari Ketua Unum, Sekretaris unum,
dan Bendahara Unmum.
Yang dapat menjadi personalia Pengurus Badko adalah :
a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;
b. Dapatmembaca Al Qur’an dengan benar;
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10.

11.

c. Tidsk sedang dijatuhi sanksi organisas;

d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader NI yang dibukiikan dengan sertifikat
kelulusan;

e. Pemahmenjadi Pengurus Komisariat danpengurus Cabang;

f. Tidak menjadi persondia Pengurus Badko untuk periode ketiga kalinya kecudi jabaan
Ketua Umum.

Yang dapat menjadi Ketua Unumy Formateur Pengurus Badko adalah:

a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;

b. Dapatmembaca Al Qur’an dengan benar di hadapan forum Musda Badko HM;.

C. Adgdpk sedang dijatuhi sanksi orgarisasi di buktikan dengan Surat Keterangan dari cabang

d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III yang dibukiikan dengan settifikat
kelulusan;

e. Pemah menjadi Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum Cabang dan atau pengurus
Badko HM;

f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedangmenjadi pengurus;

g. Seha secarajasmani maapun rohani;

h. Membuat karya tulis ilmiah yang terindeks Sinta;

i. Ketika mencalonkan diri mendapat rekomendasi tertulis dani cabang asd dimana cabang
asal boleh mengeluarkan lebih dar pada 1 (satu) rekomendasi nama calon;

j. Telah atau sedang menempuh studi Pascasarjana dengan memiliki IPK mininmum 2,75;

Selambai-lambainya 30 (tiga puluh) hari setelah Musdg, personalia Pengurus Badko sudah

dibentuk dan Pengurus Badko Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.

Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda

apabila memenuhi satu ataulebih hal-hal berikut:

a. Memhuat pemyataan publik atas nama Pengurus Badko yang mdanggar Anggaran
Dasar Pasal 4;

b. Terbukti mdanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;

c. Tidak lagi memenuhi Syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat
3.

Apahila Ketua Unum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, meka dapat dipilih Pgjabat

(Pj) Ketua Umum

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjd ankan tugas/non akiif, adalah:

a. Meninggal duria;

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas sdama 6 (enam) bulan
berturutturut;

c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-
rug;

d. Tidakhadir dalam rapatPleno PB HMI duakali berturut- turut.

Pembahentian Ketua Unum dan pengangkatan Pejabat (Pj) Ketua Umum sebelum Musda

hanya dapat dilakukan melahui:

a. Keputusan Sidang Pleno Badko.

b. Huruf (b) dan huruf (c) disatukan dan dirubah redaksinya menjadi : Keputusan Sidang
Pleno Badko sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dianggap sah apabila dihadiri
minima 50%-+ Peserta Pleno Badko.

Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis kepada PB HMI

Ketua Umum dapat menggiukan gugatan pembaalan atas putusan pemberhentiannya

kepada PB HMI selambat-lambainya satu minggu segjak putusan penberhentiannya

ditetapkan.

Dalam hal Ketua Unmum mangkat alau mengundurkan diri, Sekretaris Unium Penguns

Badko secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Unum hingga dipilih, diangkat

dan diamhil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Badko,

disaksikan oleh PB HML.
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12. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Badko, Sekretaris Unmum selaku Pejabat
sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum
kepada Cabang dan Pengurus Besar.

13. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle aiau pemberhentian atau penggantian personalia
Pengurus Badko dengan mempatimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Badko.
b. Realisasi program ketja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester:
c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja Badko HMI (di luar bidang yang

Pasal 26

Tugas dan Wewenang

1.  Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai masalah
organisas di wilayahnya.

2.  Mewakili Pengurus Besar ddam mengawasi proses Konfrensi/ Musyawarah ditingkat
cabang.

3. Mewdkili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intem di wilayah koordinasinya tanpa

meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apahila Badko tidak

mampu menyelesaikan persoalan intemal di wilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus

Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus

Besar.

Melaksanakan segda ketetapan Musyawarah Daerah (Musda)

Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester:

Meakukan verifikasi berkas hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang untuk

selanjutnya disampaikan ke PB HMI.

Memninta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya.

Menyampaikan laporan kerja pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar HML

Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres,

Menberikan I aporan Pertanggungjawaban (LP]) dalam Musda.

Melaksanakan LK IIT minimum satu kali dalam satu periode kepengurusan

o O

© o N

_
Ll

Pasal 27

Musyawarah Daerah

1.  Musyawarah daerah (Musda) adalah Musyawarah utusan Cabang-Cabang yang ada ddam
wilayah koordinasi Badko.

2.  Penyelenggaraan Mugda selambadt-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah Kongres.

3. Apabila ayat (2) tidak terperuhi maka PB HMI memmjuk Carateker untuk melakukan
MUSDA.

4.  Kekuasaan dan wewenang MUSDA adalah menetapkan program kerja dan memilih calon-
calon ketua umumyformateur Badko maksimal 3 (tiga) orang dan diusulkan pengesahannya
pada PB HMI dengan memperhatikan suara terbanyak untuk ditetapkan (1) sebaga ketua
unmumy/formateur.

5. TataTertib Musda disesuaikan dengan Pasal 11 ART.
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Pasal 28

Penbentukan Badan Koordinasi

1.  Pembentukan Badko direkomendasikan di Kongres dandisahkan di Pleno dan aau Rapet
Harian PB HML.

2. SaluBadan Koordinasi mengkoordinir minimd 5 (lima) Cabang penuh

BAGIAN VII

CABANG
Pasal 29

Status

1.  Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi
yang dibentuk di Kota Besar atau ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat
perguruan tnggl

2. Diluar nagara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi
yang dibentuk di ibu kota negara atau kota besar laimmya di negara tersebut yang terdapat
mahasiswa muslim.

3. Masa jabatan pengurus Cabang adalah satu tahun terhiing sgjak diterbitkan Surat
Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal 30
Personalia Pengurus Cabang
1. Fommasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdini dari Ketua Umum, Sekretais
umum, dan Bendahara Unmum.
2. Yangdapatmenjadi personalia Pengurus Cabang adalah:
a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;
b. Dapat membaca Al Qur an dengan benar dan Benar;
c. Tidsk sedang dijatuhi sanksi organisas;
d. Dinyatdkan lulus mengikuti Latihan KaderIl;
e. Pemah menjadi pengurus Komisariat;
f. Tidak menjadi persondia Pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabaan
Ketua Umum.
3. Yangdapatmenjadi Ketua UnumyFonmateur Pengurus Cabang adal ah:
a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;
b. membaca Al "an dengan benar dihadapan forum Konferensi Cabang/
%upsz;tawarah Cabang; o
c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan komisaniat
asal;
d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan KaderIl yang dibuktikan dengan settifikat kelulusan;
e. Pemah menjadi Ketua Umum komisariat dan/atau pengurus Cabang
f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedangmenjadi pengurus;
g. Seha secarajasmani maupun rohani;
h. Berwawasan keilmuan luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademisi yang
dibuktikan dengan karya tulis ilmiah (Jurmal);
i. Ketikamencalonkan diri, mendapa rekomendasi tertulis dari Pengurus Komiisariat asdl;
j. Jika Poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dan satu
komisaniat penuh;
k. poinidanj tidak bedaku untuk Musyawarah Cabang (muscab).

1 SobmbatAmbama 30 HEs puch) i e RENHERCABRIUECRS, Bersonatia

Penguruss Cabang harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Demisioner sudah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

mengadakan serah terima jabatan.

Apabila dalan jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), formateur tidak dapat
menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dumia atau berhalangan tetap
lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak.
Apabila Ketua Unum tidak dapat menja ankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat
Ketua Umum.

Yang dineksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:

a. Meninggal dunia;

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan

c. ‘PidakUhadit -dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium sdama 2 (dua) bulan

berturutturut.

Ketuta Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Unmum  sebelum

Konfercab/Muscab apabila memenuhi satu ataulebih hal-hal berikut:

a. Memhuat pemyataan publik atas nama Cabang yang melanggar Anggaran Dasar Pasal
4;

b. Terbukti mdanggar Anggaran Dasar Pasal 16dan Anggaeran Rumah Tangga Pasal 71;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasal 27 ayat
3.

Pembehentian Ketua Umum dan  pengangkatan/pengarmbilan sumpah jabatan Kehn

Umum sebdum Konfercab/Muscab hanya dapatmelalui:

a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Cabang yang disetijui minimal 50%+  suamla
utusan Sidang Pleno Pengurus cabang;

b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan mdalui Keputusan Rapat
Harian Pengurus Cabang yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang atau minimal
Y5jumlah Komisariat peruh.

Usulan pemberhentian Ketua Unmum harus disampeaikan pada PB HMI secara tertulis

disertai alasan, bukii dan saksi serta tanda tangan pengusul dan selanjutnya ditembuskan

kepada Pengurus Badko.

Ketua Umum dapat menggukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya

kepada Pengurus Besar selambat-lambainya 14 (empat belas) hari sgjak putusan

pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat 14

(empat bdas) hari sgjak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal masih terdapat

keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada MPK

HMI selambai-lambatnya satuminggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan.

Dalam hal Ketua Umum mangkat alau mengundurkan din, Sekretaris Umum Pengurus

Cabang secara otomatis merjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat

dan diamhil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Unium dalam Rapat Harian Pengurus Cabang

terdekat.

Bila Sekrdtaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Unum karena

marngkat, mengundurkan diri atau berhdangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang

terdekat dari mangkat atau mundumya Ketua Unmum neka Pejabat Sementara Ketua

Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pemhinaan Aparat Organisasi hingga dipilih,

diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum ddam Rapat Haran Penguns

Cabang yang terdekat.

Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang uniuk memnilih Pejabat Ketua Unium,

Pejabat Sementara Ketua Unium menberitahukan mangkat atau pengunduran dii Ketua

Umum kepada Badko danmenjadi saksi dalam rapat harian Pengurus cabang.

Rapat Harian Pengurus Cabeng untuk memilih Pejabat Ketua Unmum langsung dipimpin

oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui

Musyawarah aau pemunguian suara dai calon yang terdin dari Sekretaris Unmium

Bendahara Umum, danKetuaBidang

Penganbilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Penguns Besar,

dan/atai Pengurus Badko yang di timjuk untuk itu.
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17.

10.
11.
12.

= W

Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atan penggantian personalia

Pengurus Cabangdengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Keakiifan yang basangkutan dalam rapat-rapac HMI Cabang

b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester:

c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang (di luar bidang yang
bersangkirtan).

d. Apabila huruf a b dan ¢ terpenuhi maka Ketua Unmum wajib menggjukan permohonan
penahitan Surat Keputusan (SK) yang baru atas perubahan atau pergantian personalia
pengurus Cabang kepada PB HMI.

Pasal 31

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan hesil-hasi  ketdapan  Konferensiy Muwsyawarah Cabang, seata
ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar

Meretapgkan dan mengesahkan Pengurus Kohati Cabang, Pengurus Komisariat,
Badan Khusus  dan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Koordinator Komisariat (bila diperukan) di
tingkat cabang.

Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembarngan
Profesi (LPP).

Melaksanakan sidang Pleno sekurang kurangnya sekali dalam 4 (enpat) bulanatau 2 (dua)
kali selama satu periode berlangsung.

%ﬂgﬁ{ﬁ@nmp&HaﬁanPengmsCabangmirﬁmd satu minggu sekdli, selama periode
Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minima satukali dalam sebulan.
Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan databese anggota 4 (empat) bulan sekali
kepada Pengurus Besarmdalui Pengurus Badko.

Menmniilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formaeur/K etua Unmim dan 2 (dua) orang Mide
Formateur dari 3 (tiga) calon anggota Formateur Korkom yang dihasikan dari
Musyawarah Komisariat dengan menperhaikan suara terbainyak dan mengesahkan
susunan Pengurus Korkom Formateur Ketua Umum Korkom.

Mengusulkan pembentukan dan pemekaran cabangmelalui Musyawarah Daerah Badko.
Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota HMI melalui Konferensy/
Musyawarah Anggota cabang.

Pasal 32
Pendirian dan Pemekaran Cabang

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan
oleh 150 (seratus lima puluh) orang anggota HMI kepada Pengurus Badko setempdat yang
selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar.

Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) oranganggota bisa langsung kepada Pengurus Besar.
Usulan disanmpaikan secara tertulis disertai alasan dandokiumen pendukungnya.

Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Persiapan menjadi Cabang Penuh hanus
meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah
setempat, dan potensipotensi lainnmya di daerah setenpat yang dapat mendukung
kesinambungan Cabang tersebut bila disahkan dengan menpertimbangkan pendapat dari
Badko dalam forum Pleno PB HML

SN e e S R g R S R S S R

memenuhi persyaratan:
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2.

a Mempunya minimd 300 (tiga ratus) anggota HMI dan memiliki minimal 3 (Tiga)
komisaniat penuh
b. Mampu mdaksanakan LK 1 minimd 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Latihan Kader IT di
bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Badko setermpat.
C. Memiliki Kohati Badan Pengdola Iatthan dan mnimd 1 (satu) Lembaga
Pengembangan Profesi aktif
Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) talun
disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempurnyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota
HMI dan mampu melaksanakan minima 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali
Latihan Kader I di bawah bimhingan dan pengawasan Pengurus Besar, memiliki Badan
Pengelola Latihan dapat disahkaen menjadi Cabang Istimewa.
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Penuh dapat dimekarkan
menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Peruih apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan
tersebut memiliki minimal 300 (tiga seratus) anggota HMI, memiliki Kohati, Badan
Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi akiif,
direkomendasikan dalam Konferensi Cabang asal dan disetyjui dalam Musyawarah Badko
setermpat.
Di luar Negara Kesauan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Istimewa dapat dimekarkan
menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Istimewa apabila masing-masing Cabang yang
dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh Iima) anggota, memiliki Badan
Pengelola Latihan dan direkomendasikan Konferensi Cabang asal.
Dalam satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota Cabang penuh dapat dimekarkan
menjadi dua atau lebih cabang jka memilki minimal 30 komisariat penuh, dan
direkomendasikan ddam konfrensi cabang dan berada dalam wilayah kecamaan yang
berbeda, setelah mempeatimbangkan potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan
potersi-potens perumjang kesinambungan cabang lainnya

Pasal 33

Pemmunan Status dan Penmbubaran Cabang

Cabang peruih diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan jika:

a Meniliki anggota HMI kurang dar (300) tiga rdus dan memiliki kurang dari 3
komisaniat penuh;

b. Tidak memiliki BPL, Kohati dan1 (satu) lembaga pengembangan profesi.

c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Konferensi Cabang selambat-
lambainya selama 18 (delapan belas) bulan.

d. Tidak melaksanakan Latihan Kader I dan Latihan Khusus Kohati (LKK) sebanyak 2
(dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut aau tidak melaksanakan 4
(empat) kali Latihan KaderI dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut;

e. Tidak terdapat perguruan tinggi lagi pada wilayah cabang terseout.

Cabang persiapan dapat dibubarkan jika dalam wakiu 2 (dua) talim tidak dapat

BAGIAN vVIII
CABANGISTIMEWA
Pasal 34
Status
Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang Istimewa merupakan satu kesatuan

0) isasi dibentuk di Thukota Ni aau Kota Besar lainnya di tersebut
Tgani yang ol ik egara dau ainny negara U

Masa jabatan pengurus Cabang Istimewa addah satu tahun terhifing sejak diterbitkan
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10.

Surat Keputusan oleh Pengurus Besar.

Pasal 35
Personalia Pengurus Cabang Istimewa

Formasi Pengurus Cabang Istimewa sekurangkirangnya terdii dari Ketua Unum

Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.

Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang Istimewa adal ah:

a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;

b. Dapatmembaca Al-Qu'an dengan benar;

c. Tidak sedang dijatuhi sanksi orgarnisas.

Yang dapat menjadi Ketua Ununy Formateur Pengurus Cabeng Istimewa adal ah:

a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;

b. Dapat membeaca Al-Qu'an dengan benar dihadapan forum Musyawarah Anggota
Cabang Istimewa;

c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi;

d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan KaderIl dibuktikan dengan sertifika kelulusan;

e. Pemah nenjadi Pengurus Cabang Istimewa;

f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedangmenjadi pengurus;

g. Seha secarajasmani maupun rohani;

h. Berwawasan keilmuan luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademisi yang
dibuktikan dengan karya tulis ilmiah (jurral);

i. Telah aau sedang menempuh studi Sarjana dengan IPK mnimum 2,75;

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Anggota Cabang Istimewa,

personalia Pengunss Cabang Istimewa harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang

Istimewa Demisi oner sudah mengadakan serahterima jabatan.

Apabila dalam jangka wakiu telah ditentukan dalam ayat (4), Formateur tidak dapat

menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia ataun berhalangan tetap

lainmya, maka Formateur dialihkan kepada Mide Formmateur yang mendapa suara

terbanyak.

Apabila Ketua Unum tidak dapat menja ankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat

Ketua Umum.

Yang dinmeksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:

a. Meninggal dunia.

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan
berturutturut.

c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium sdama 2 (dua) bulan
berturut-turut.

Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum

Musyawarah Cabang apahila memenuhi satuataulebih hal-hal berikut:

a. Memhuat pemyataan pullik atas nama Cabang Istimewa yang melanggar Anggaran
Dasar Pasal 4.

b. Terbukti mdanggar Anggaran Dasar Pesal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 71;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagamana diatur Anggaran Rumah Tangga Pasd 27 ayat 3

Pemberhentian K etua Unum dan pengangkatarypengambil an sumpah jabatan Ketua

Umum sebelum Musyawarah Anggota Cabang Istimewa hanya dapatmealui:

a. Keputusuan Sidang Pleno Pengurus Cabang Istimewa yang disetuyjui minimal 50%-+
suara Sidang Pleno Pengurus Cabang Istimewa

b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapsat diajukan melalui K eputusan Rapat
Harian Pengurus Cabang Istimewa yang disetijui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang
Istimewa ataumimnima 1/2 jumlah keseluruhan anggota biasa.

Usulan pemberhentian Ketua Unmum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan,

bukii dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada pengurus

Badko atau Pengurus Besar.
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Ketua Umum dapat menggukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya
kepada Pengurus Besar selambd:-lambanya 14 (empat belas) hari sejak putusan
pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat 14
(empat belas) hari sejak pengajuan gugatan penbatalan diterima. Dalam hal masih terdapat
keberaan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada MPK
HMI selambat-lambatnya satuminggu sejak keputusan Pengurus Besarditetapkan.

Dalam hal Ketua Unum maengkat alau mengundurkan dini, Sekretaris Umum Pengurus
Cabang Istimewa secara otomatis menjadi Pejaba Sementara Ketua Unmum hingga dipilih,
diangkat dan diamhil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Hearian Pengurus

3 Yty <t dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena
margkatmengwﬁuﬂﬁndmalauberhdangantetaphmggaz (dua) kali Rapat Harian yang
terdekat dari mangkat atau mundumya Ketua Umum maka Pejabar Sementara Ketua
Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembmnaan Aparat Organisasi hingga dipilin,
diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Unum dalam Rapat Harian Pengurus
Cabang Istimewa terdekat.

Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa uniuk memilih Pejabat Ketua

Umum, Pejabat Sementara Ketua Unium menmberitahukan mangkat atau pengunduran diri

Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Cabang

Istimewa.

Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa untuk memilih Pejabat Ketua Unmum langsung

dipimpin oleh Pgaba: Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui

Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdii dari Sekretaris Umum,

Bendahara Umum, danKetuaBidang

Penganbilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Penguns Besar,

daryatau Pengurus Badko yang ditunjuk untuk itu.

Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian personalia Pengurus Cabang

a. Kesaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang Istimews

b. Realisasi programkerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester;

c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang Istimewa (di luar bidang
yang bersangkutan).

Pasal 36
"Tugas dan Wewenang Cabang Istimena

M Frree; s R SEPRRRy - VMR e PSR BB [Stimena, serta
Mengesahkan Pengurus Badan Khusus di tingkat Cabang Istimewa.

Membentiuk dan mengembangkan badan-badan khusus dan Lembaga Pengembangan
Profesi (LPP).

Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan aau 2 (dua)
kali selama satu periode berlangsung.

Melakasnakan Rapat Harian Pengurus Cabang Istimewa minimal satu (1) minggu sekal,
selama periode berlangsung

Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang Istimewa minima 1 (satu kali dalam
sebulan. Melakukan misi diplomasi organisasi HMI di luar Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 4 (empat) bulan sdkali
kepada Pengurus Besar mdalui Pengurus Badko.

%%mmgwﬂﬂm Cabang Istimewa melalui Musyawarah Daerah
Menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa.
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Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Anggota HMI melalui Musyawarah
Anggota Cabang.

Pasal 37
Pendirian dan Pemekaran Cabang Istimewa

Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Istimewa dapat diusulkan
sekurang-kurangnya 15 (lima bdas) orang anggota HMI yang berkedudukan di suatu kota
atau negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, langsung kepada Pengurus
Besar.

Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dandokumen pendukumgnya.

Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Istimewa harus meneliti keaslian dokumen
pendukung, dan disahkan dalam forum Rapat Harian atau Pleno PB HML

Di luar Negara Kesatuan Repullik Indonesia, setelah disahkan menjadi Cabang Istimewa,
mempunyai minimal 25 (dua puluh lima) anggota HMI dan mampu melaksanakan minimal
2 (dua) kali Latihan Kader I serta memiliki Badan Pengelola Latihan Cabang Istimewa,
maka disahkan merjadi Cabang Istimewa.

Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Istimewa dapat dimekarkan
menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Istimewa apahila masing-masing Cabang yang
dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 dua puluh Iima) anggota HMI, memiliki Badan
Pengelola Latihan dan direkomendasikan Musyawarah Anggota Cabang Istimewa asa

Pasal 38
Pemmbubaran Cabang Istimewa

Cabang Isiimewa dapat dibubarkan jika:

a. Memiliki anggota HMI kurang dari 25 (dua puluh lima);

b. Tidak memilik Badan Pengdola Latihan

c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah Cabang Istimewa
selambat-lambainya selama 18 (delapan belas) bulan;

d. Tidak mdaksamakan Latihan Kader I sebanyak 4 (enpat) kali dalam 2 (dua) periode
kepengurusan berturut-turut.

BAGIAN IX

KOORDINATOR KOMISARIAT
Pasal 39

Stahus

Koordinator Komisariat (Korkom) adalah instarsi penbantu Pengurus Cabang.

Pada paguruan tinggi yang dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk Korkom
untuk mengkoordinir beberagpa Komisariat.
Masa jabatan Pengurus K orkom disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

Pasal 40
Personalia Pengurus Korkom
Formasi Pengurus Korkom sekurang-kurangnya terdini dari Ketua Unmum, Sekretaris

danBendahara Umum.
Yang menjadi personalia Pengurus Korkom adalah:
a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;

85|Pontianak, 24 November-11 Desember 2023



52! KONGRES HM KE XXXl

10.

b. Dapat membaca Al Qur andengan baik dan benar;

c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisas;

d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan KaderTl;

e. Pemah menjadi pengurus Komisariat;

f. Tidsk menjadi personalia Pengurus Korkom untuk periode ketiga kalinya kecuali
jabatan Ketua Unum.

Yang dapat menjadi Ketua Unumy Formateur Pengurus K orkom adal ah:

a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;

b. Dapat membaca Al Qur’an dengan benar di dalam forum Musyawarah Komisariat

C. W%}gdgamh sanksi organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
komisariat asal;

d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan KaderIl dibukiikan dengan sertifikat kelulusan;

e. Pemah menjadi pengurus Komisariat;

f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedangmenjadi pengurus;

g. Seha secarajasmani marpun rohani;

h. Berwawasan kellmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebaga insan akademis yang
dibutktikan dengen karya imiah berupa artikel.

i. Ketikamencalonkan diri, mendapat rekomendas tertulis dari Pengurus Komisariat asal.

j. Jika poin (i) tidak terpenuhi maka harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari satu
komisariat penuh.

k. Sedang menempuh studi Sarjana dengan memniiliki IPK minimum 2,75;

Selambatlambatnya 15 (ima belas) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia

Pengurus Karkom haruss sudah dibentuk dan Pengurus Korkom sudah mengadakan serah

terima jabatan.

Apabila Ketua Unum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat

Ketua Umum.

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah:

a. Meninggal duria;

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tuges selama 2 (dua) bulan berturut-
rut;

c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium sdama 1 (satu) bulan
berturutturut.

Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum

Musyawarah Koordinator Komisariat apabila memenuhi satu ataulebih hal-hal berikut:

a. Memhuat pemyataan publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaraen
Dasar Pasal 4;

& TRt R RIS Yyt
3

Pemberhentian Ketua Unum Korkom dan pengangkatan Pejabat Ketua Unium Korkom

hanya dapa mdalui:

a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%-+ suara peserta
Rapat Harian Pengurns cabang;

b. Rapat Harian Pengurus Cabang hanya membahas usulan pemberhentian Ketua Umum
Korkom yang diusulkan oleh minimal %2jumlah komisariat di wilayah Korkom tersebut
atau ¥2jumlah Pengurus Cabang atau2/3 jumlah Pengurus Korkom.

Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disanpaikan secara tertulis disertai alasan,

Ketua Umum dgpat menggukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya

kepada Pengurus Cabang selambatlambainya satlu minggu sgak putusan

amskepumsanPengmusCabangnﬁkadapatdla]ukangugaEHMangkepadangmus
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Cabang selambat- lambanya satu minggu sejak keputusan Pengurus cabang ditetapkan.
Keputusan yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sgak
gugatan ulang diterima.

Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan dini, Sekretaris Umum Korkom
secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan
diamhkil Sumpsh Jabatan Pejabat Ketua Unmum dalam Rapat Harian Pengurus Cabeng
terdekat

Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang, Sekertaris Umum Korkom sdaku
Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua

Penguns Korkom dengan nenpemmbangkan hal-hal sebagai berikuit:

a. Keakiifan yang bersangkutan dala Rapat-rapa Pengurns Korkom;

b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan;

c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Korkom (di luar hidang yang
bersangkutan).

Pasal 41

‘Tugas dan Wewenang

Melaksanakan dan mengembangkan kehijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai
masalah organisasi di wilayahnya.

Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan intem di wilayah koordinasinya dan
berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang.

Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat.

Menyampaikan laporan kerja di Sidang Pleno Pengurus Cabang dan di wakiu lain ketika
diminta Pengurus Cabang.

Menbaniu menyiapkan draf materi Konferensi Cabang

Mengkoordinir danmengawas kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya.
Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasmya.

Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat- lambatnya dua bulan setelah
Konferensi Cabang.

Menyampaikan laporan petanggungiawaban kepada Pengurus Cabang mdalui Rapat
Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Musyawarah K omisariat
dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah
komisariatMengusulkan kenakkan dan pemurunan status Komisariat di  wilayah
koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat.

Mengusulkan kepada Pengurus Cabangpembeniukan Komisariat Persiapan.

Pasal 42

Musyawarah Komisariat

Musyawarah Komisariat (Muskom) adalah musyawarah perwakilan komisariat- komisaniat

yang ada dalam wilayah koordinasi Karkom.

Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan setdah Konferensi Cabang

Kekuasaan dan wewenang Muskom addah:

a. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Korkom, progran kerja, pemekaran Komisariat
serta Rekomendas Intemal dan Ekstermal Korkom.

b. Kekuasaan dan wewenang Muskom addah mengusulkan maksimal 3 nama calon
Formateur oleh tim seleksi kepada cabang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan
sebagai Formateur/K etua Umum Koordinator Komisariat.

Tata Tertib Muskom disesuaikan dengan Pasal 16 Anggaran Rurmah Tangga.
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BAGIAN X
KOMISARIAT

Pasal 43
Status

1. Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu
perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi

2. Masa jabatan Pengurus Komisariat edalah sau tahun terhiing sejak diterbitkan Surat
Keputusan oleh Pengurus Cabang

3.  Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Korkom/Cabang yang
bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat Penuh tdah dipenuhi, maka dapat
mengajukan pemohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat
Penuh dengan rekomendasi Korkom.

4.  Dalam hd tidak terdapat Korkom pengajuan Komisariat penuh langsung kepada Pengurus

Cabang.
Pasal 44

1. Formasi Pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdini dari Ketua Unmum, Sekretaris
unmum, dan Bendahara Umum.

2. Yangdapatmenjadi personalia Pengurus Komisariat adalah:

a. Ber-tagwakepadaAllah SWT.

}g: "?i%secbngdyaAuglmQursaﬁnﬂ orgaris}gg?an

d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan KaderI minimal 6 (enam) bulan setdah lulus.

e. Tidek menjadi persomalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kdinya kecuali
jabatan Ketua Unmum

3. Yangdapatmenjadi Ketua UmimyFormmateur Pengurus Komisariat adalah:

a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;

b. Dapat mentbaca Al Qur an dengan benar di hadapan forum Rapat Anggota Komisariat
(RAK);

c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisas;

d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II Pasca tempilih menjadi formature/ketua
selambat-lambainya 3 bulan;

e. Pemah menjadi pengurus Komisariat;

f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedangmenjadi pengurus;

g. Seha secarajasimani maupun rohani;

h. Berwawasan kellmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagal insan akademis yang
dibuktikan dengan karya tulis ilmiah berupa artikel.

i. Sedang menempuh studi Sarjana dengan memiliki IPK minimum 2,75;

4.  Selambatlambatiiya 15 (ima belas) hari setelah Rapat Anggota Komisanat, personalia
Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan
serah terima jabatan

5.  Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat
Ketua Umum.

6. Yangdimeksud dengan tidek dapat menjdankan tugas/mon aktif, adalah:

a. Meninggal duia;

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tuges selama 2 (dua) bulan berturut-
rut;

c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan
berturutturut.

7. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Unum sebelum Rapat
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Anggota Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:

a. Memhuat pemyataan publik atas nama Pengurus Komisanat yang melanggar Anggaran
Dasar Pasal 4;

b. Terbukti mdanggar Anggaran Dasar Pasal 16 danAnggaran Rumaeh Tangga Pasal 71;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal
27 ayat 3.

Pemberhentian Ketua Unum dan pengangkatan Pejabat Ketua Unmum hanya dapat melalui:

a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui minima 50%-+ suara
utusan Rapat Harian Pengurus Komisariat;

kepada Pengurus Cabang;
Usulan pemberhentian Ketua Umum dapeat digjukan melalui Keputusan Rapat Hadan
Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minima 2/3 jumlah Pengurus Komisariat.
Ketua Umum dgpat menggukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya
kepada Pengurus Cabang selambatlambainya satlu minggu sgak putusan
pemberhentiannya di tetapkan. putusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat
dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak pengajuan gugatan pembatdan diterima
Dalam hal Ketua Umum mangkat atan mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus
Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih,
diangkat dan diamhil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus
Komisariat terdekat.
Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena
mangkat, mengundurkan diri atau berhadangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang
terdekat dari mangkat atau mundumya Ketua Umum meka Pejabat Sementara Ketua
Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan
Anggota hingga diplih, diangkat dan disunmpah jabatan Pejabat Ketua Unum dalam Rapat
Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.
Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus komisariat untuk memilih Pejabat K etua Umum,
Pejabat Sementara Ketua Umum menberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua

Umum kepada Pengurus Cabang dan nenjadi saksi dalam rgpat harian Pengurus
Komisariat.

Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketta Umum langsung
dipimpin oleh Pgaba: Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Urmum dapat dipilih melalui
Musyawarah aau pamunguian suara dai calon yang terdii dani Sekretaris Umum,
Bendahara Umum, danKetuaBidang

Penganbilan Sumpah Jabatan Pgabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus HMI

ﬁ%@mumdapatmelakukan Reshuffle aau pemberhentian atau penggantian personalia

Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikuit:

a. Keakiifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapa: Pengurus K omisariat.

b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan.

c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang
bersangkutan).

Pasal 45

Tugas dan Wewenang
Medaksanakan hasil-hasil Rapat Anggota Komisariat dan ketentian/kehijakan organisasi
lainnya dan diberikan oleh Pengurus Cabang.
Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satubulan 1 (satu) kali.
Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
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bulan.
Menyanpaikan laporan kerja pengurus 4 (enpat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang.

Menyanpaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota biasa medahi Rapat
Anggota Konmisaridt.

Pasal 46
Pendirian dan Penmekaran Komisariat
Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang- kurangnya 25 (dua puluh

se]anjutnya d]IekorandaSJkan da]am rapat harian untuk se]aryutnya disahkan di sidang
Pleno Pengurus Cabang.

Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dandokumen pendukungnya.

Pengurus Cabang dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keadian
dokimen pendukung, mempeatimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi, dan
potensi-potensi  lainmya di daerah sdempat yang dapat mendukung kesinambungan
Komisariat tersebut bila dibentuk.

Sekurang kurangnya setelah enam (6) bulan disahkan menjadi Komisariat Persiapan,
mempunyai minimal 50 (lima puluh) anggota HMI dan mampu meaksanakan minimal 1
(satu) kali Latihan Kader I di bawah bimbingan dan pengawasan Cabeng/Korkom
setempat, serta direkomendasikan Korkom setempat dapat disahkan menjadi Komisariat
Penuh di rapat harian dan Sidang Pleno Pengurus Cabang.

Pasal 47
Permnunan Stahus dan Pennbubaran Komisariat

Komisariat Penuh dapat dittmmnkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila

menmenuhi salah satu atau seluruh hal berikut :

a. Memiliki anggota HMI kurang dari 50 (lima puluh) orang;

b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Rapat Anggota Komisariat
selambat-lambainya selama 18 (delapan belas) bulan;

c. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 1 kali dalam 2 periode kepengurusan
berturutturut;

d. Tidak melaksanakan Rapa Harian minima 30 (tiga puluh) kali selama 2 periode
kepengurusan berturut-turut atau Rapat Presidium minimal 10 (sepuluh) kali selama 2
periode kepengurusan berturut-turut.

Apabila Komisariat peruh yang ditununkan menjadi Komisariat Persigpan dalam wakiu 2

(dua) tahun tidak dapat meningkatkan statbusnya mernjadi Komisariat Penuh maka

Komisariat tersebut dinyatakan bubarmdalui keputusan pengurus cabang.
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C. MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI
BAGIAN XI
MAJ ELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pasal 48
Stahus, Fungsi, Keanggotaan dan Masa ] abatan

1. Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI di
semua tingkatan.

2.  Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam berfungsi mdakukan
pengawasan terhadap kinerja fungsionaris HMI dalam melaksanakan AD/ART dan auran
di bawahnya dan memberikan penilaian konstitusional bersifat fmal dan mengikat atas
perkara konstitusional di semua tingkatan.

3. Anggota Magjdis Pengawas dan Konsultasi bejumlah 15 (lima belas) orang yang dipilih
dan ditetapkan oleh forum Kongres.

4. Anggota MPK HMI adalah alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Ber-tagwakepadaAllah SWT;

b. Dapat membaca Al Qur an dengan berar;

c. Tidak sedang dijatuhi sanksi orgenisasi karena mdanggar AD/ART;

d. Dinyatdkan lulus mengikuti Latihan Kader I1I dibukiikan dengan sertifikat;

e. Pemah menjadi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam minimd Ketua Bidang

£ sékclgrunm%m 2 %duag Renré%de..sd)ehnndﬂ]elaﬂmnsd)agaianggm MPK HM[;

g. Berwawasan kellmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai Insan Akademis
yakni karya tulis ilmiah;

h. Tidsk menjadi anggota MPK HMI untuk yang ketiga kalinya;

i. Ketika mencalonkan, mendapat rekomerdasi dari 10 (Sepuluh) Cabang Penuh;

j. Sanggup mengikuti rapat-rapat, dan sidang MPK HMI;

5. Masa jabatan MPK HMI adalah 2 (dua) tahun, dimulainya sejak terpilih di Kongres, dan
berakhir di Kongres periode berikutnya;

6. Apabila salah satu anggota MPK HMI meninggal dunia, mengundurkan dir, tidak mengikuti
rapd:-rapat dan sidang MPK maka akan diganti dengan calon MPK HMI dengan suara terbanyak
beriku

7. Apabi?z;yahasil pengawasan dan putusan MPK HMI tidak dijalankan maka MPK HMI
memanggil Ketta Umum untuk dimintai keteranganKeterangan yang diperoleh

selRinmyeRiagikan bahan oleh MPK FIMI untuk diberiken penilaian dengan berpedoman

Pasal 49

‘Tugas dan Wewenang
1.  Menjaga tegaknya AD/ART Himpunen Mahasiswa Islam
Menyampaikan hasil pengawasannya dalam sidang MPK HMI, kemudian disampaikan ke
dalam rapat Pleno dan Kongres.Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan Kongres.
3. Memberkan masukan dan saran kepada pengurus HMI di semua tingkatan dalam
mdaksamakan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres baik diminta ataupun tidak
diminta.
4.  Meryiapkan draft materi Kongres
> mm yang diajukan oleh anggota I—IMIyagn struti?li::uf‘l I(])arggfnnsaﬂ lamnyzg_ams pericora
6. Kemutusan yang dimaksud dalam ayat (5) disanpaikan kepada PB HMI untuk
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dilaksanakan.
7.  Mekanisme penyelesaian perkara konstitusional yang dimaksud ddam ayat (6) diatur

dalam pedoman tersendiri yang tidak berterntangan dengan AD/ART, dan pedomen-
pedoman pokok, serta ketentuan lainya.

Pasal 50
Strukhur, Tata Kaja dan Pasidangan

Mﬂehs Pengawas dan Kmnlsl;]mtas

Strukiur MPK HMI terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan komisi-komisi.

2. Koordinator, dan ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI dalam sidang MPK
HMIL

3. Komisi-komisi ditetapkan badasarkan pembagian bidang dipimpin oleh seorang Ketua
Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota MPK HML

4.  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK HMI wajib difasilitasi oleh Pengurus
Besar HML.

5. MPKHMI bersidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode.

6. Sidang MPK dianggap sah hila dihadiri oleh mmimal 2/3 anggota MPK HMI dan dipimpin
oleh koordinator MPK HML.

7.  Putusan MPK HMI diambil secara musyarah nufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat
diambil mdalui suara terbanyak (50%-+1).

!A

D. BADAN-BADANKHUSUS
BAGIAN XII
BADAN-BADAN KHUSUS
Pasal 51
Status, Sifat dan Fungsi Badan Khusus

1.  Badan khusus adalah wadah yang dibertuk / disahkan oleh strukhur pimpinan untuk

menjalankan usahg, fungsi danperan HML

Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap strukiur pimpinan.

3.  Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART
dan ketetgpan-ketetapan Kongres lainnya.

N

Pasal 52
Jenis Badan Klnisus
1.  Badan Khusus terdiri dari Korps HMI-Wati (Kohati), Badan Pengelola Latihan (BPL), dan
Badan Peneliti danPengembangan (Balitbang).
Badan Khusus dapatdibentuk di semua tinggkat strukiur HML
3. Badan Khusus sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas memiliki pedoman
sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMI dan Ketetapan-Ketetapan Kongres
lainnya.
4.  Badan Khusus berfungsi sebaga wadah pengembangan minat dan bakat anggota di bidang
tertentu.

5.  Ditingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, badan Pengelola Latihan (BPL), dan
Balitbang PB HML

N
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Pasal 53
Korps HMI-Wati

1. Korps HMI-Wati yang disingkat Kohati adalah badan khusus HMI yang bertujuan sebagei
wadah meningkatkan kuditas dan peranan HMI-Wati dalam mewujudkan tujuan HMI
padaumunmya danbidang pemberdayaan perempuan pada khususnya.

2. Kohat bersifat ex-officio HMI setingkat Di intemal HMI berfungsi sebagai Bidang
Pembadayaan Perampuan dan diekstemal HMI berfungsi sebagai  organisasi
keperempuanan.

3.  Kohati terdiri dari Kohati PB, Kohati Badko, Kohati Cabang, Kohati Korkom dan Kohati
Komisariat.

4.  Kohati Bertugas:

a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan potensi kader HMI-Wati dalam
wacana dandinamika keperenpuanan.

b. Mdakukan peningkatan kuditas kader HMI-Wati bak softskill maipun hard skill.

c. Melakukan advokasi terhadap isu-isu dandinamika keperenmpuanan.

5. Kohati memiliki hak dan wewenang untuk:

a. Memiliki Pedoman DasarKohati;

b. Kohati berhak untuk mendgpatkan informasi dari semua tinggkatan strukiur
kepemimpinan HMJ;

c. Dapat mdakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan
keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi
lainnya.

6. Musyawarah Kohati:

a. Musyawarah Kohati merupakan bagian dari Strukiur Kekuasaan HMI setingkat.

b. Musyawarah Kohati merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Kohati

Cc. Musyawarah Kohati mempakan Forum laporan pertanggungjawaban, perunuisan
program kerja Kohati, dan pemilihan Formateur dan Mide Formateur.

d. TataTertib Musyawarah Kohati diatur tarserdini dalam Pedoman Dasar Kohati.

7.  Ketentuan Perkaderan Khusus HMI-Wati diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 54
Badan Pengelola Latihan

1. Badan Pengelola Latihan (BPL) adalah lembaga yang mengdola aktivitas pelatihan di
lingkungan HMI.
2. Badan Pengdola Latihan tardiri dari Badan Pengelola Latihan yang terdapat di tingkat
Pengurus Besar dan yang terdapat di tingkat Badko/Cabang.
3. BadanPengdola Latihan bertugas :
a. Mengdola aktivitas pdatihan di lingkungan HML
b. Memberikan 1aporan secara berkala kepada strukbur kepemimpinan HMI setempat.
4.  BadanPengdola Latihan (BPL) memiliki hak danwewenang untuk :
a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga;
b. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang uniuk meakukan akreditasi Badan
Pengelola Latihan di tingkat Badko/Cabang;
c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimya.
5.  Persondlia Badan Pengglola Latihan (BPL):
a. Formasi pengurus Badan Pengdola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari
Kepda, Sekertaris dan Bendahara
b. Pengurus Badan Pengdola Latihan (BPL) disahkan oleh strukiur kepemimpinan HMI
setingkat.
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Cc. Masa kepengursan Badan Pengelola Latihan (BPL) disesusikan dengan mesa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus Badan Pengdola Latihan (BPL) di tingkat Pengurus Besar dan Badko adalah
anggota biasa yang tdah lulus LK III dan Senior Course dan di tingkat Cabang telah
lulus LK IT dan Sernior Course.

Musyawarah Lembacg:

a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan
Pengelola Latihan (BPL).

b. Musyawarah Lembaga mendapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebaga

c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola
Latihan (BPL).

Pasal 55
Badan Pendlitian dan Pengenbangan

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah lembaga yang mengelola dktivitas

perelitian dan pengenbangan di lingkungan HML

Badan Pendlitian dan Pengembangan (Balitbang) hanya terdapat di tingkat Pengurus Besar.

Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas :

a. Melaksanakan dan Mengglola akfivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan
HML

b. Memberikan laporan secara berkala kepada strukiur kepemimpinan HMI setempd.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak danwewenang untuk :

a. Memiliki pedoman dasardan pedoman rumah tangga.

b. Badan Penditian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan informasi
dani semua tingkatan HMI untuk keperfuan penelitian dan pengembangan di lingkimgan
HML

c. Dapat mdakukan kerjasana dengan pihak luar khususnya yang di bidang penelitian dan
pengembangan yang tidak betentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi
lainnya.

Persondia Badan Penditian dan Pengambangan (Balitbang):

a Fomasi pengurss Badan Penditian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang
kurangnya terdinri dari Kepda, Sekertaris dan Bendahara

b. Pengurus Badan Penditian dan Pengembangan (Balitbang) disahkan oleh Pengurus

c. Reser HMLseiei@h smkiir  kepemimpinan Badan Pendlitian dan  Pengerbangan
(Balitbang) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat.

d Pengurus Badan Penditian dan Pengembangen (Balitbang) adalah anggota biasa dan
telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
(Balitbang) HML.

Musyawarah Lembaga :

a Musyawarah Lembaga meaupdan instarsi pengamhilan keputusan tertinggi Badan
Penditian dan Pengembangan (Balitbang).

b. Musyawarah L.embaga meneapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai
formateur yang kemudian diajukan kepada struktur HMI setingkat.

c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendini dalam Pedoman Badan Penditian
dan Pengembangan (Balitbang)
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E. LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI (LPP)

Pasal 56

Lembaga Pengenmbangan Profes

Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di sahkan dan tetapkan oleh PB HMI
berdasarkan rekomendasi musyawarah nasional.

Musyawarah nasional merekomendasikan minimal tiga (3) nama dan maksimal Iima (5)
nanma calon direktur untuk selanjutnya dipilih dan ditetapakan sebagai direktur lembaga
pengembangan profesi.

Apabila ayat 2 di atas tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar HMI berwenang untuk
mengoreksi dan meninjau kembali Hasl Musyawah Nasional Lembaga Pengerrbangan
Profesi (LPP) dengan menghadirkan pihak terkait untuk dilakukan uji kelayakan
menentukan Direkiur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).

Mekanisme uji kelayakan tersebut akan dilakukan dan ditetapkan melalui petunjuk teknis

(juknis) PB HML.

Hasil dani uji kelayakan tersebut akan ditetapkan di rapat harian PB HML.

Lembaga Pengembangan Profesi terdini dar :

a. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI);

b. Lembaga Pers Malasiswa Islam (LA PMI);

c. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI);

d. Lembaga EFkonomi Mahasiswa Islam (LEMI);

e. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LK MI);

f. Lembaga Perdidikan Mahasiswa Islam (LA PENMI);

g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI);

h. Lembaga Konsultas Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LK BHMI);

i. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI);

j. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI);

k. Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI);

1. Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).

Lembaga Pengentangan Profesi bertugas :

a. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-

masing LPP.
b. Menberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak danwewenang untuk :
a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang disesudikan dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HML

b. Masing-masing Lembaga Pengembengan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar
berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di
tingkat cabang.

c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan

AD/ART dan pedoman organisasi lairmya.

d. Dapat melakukan penyikapan fenomenal ekstemal sesuai dengan bidang profesi

masingmasing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).

Uiji kelayakan Direktur Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):

a. Uji kelayakan dilaksanakan ketika MUNAS dianggap tidak dapat dilaksanakan oleh
Lembaga Pengembangan Profesi.

b. Uji kelayakan dilaksanakan oleh PB HMI dengan meghadirkan Direktur PP, PB HM],
MPK HMI untuk menentukan mekanisme penyaringan Direkiur Lembaga Pengembangan
Profesi (LPP) PB HML

c. Uji kelayakan merekomendasikan 3 (tiga) nama untuk dibawa ke PB HMI untuk

PerSRP baga Pengembeangen Profesi (LPP):
a. Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurang-kurangnya terdiri
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dari Direktur, Direkiur Administrasi dan Keuangan, dan Direktiur Pendidikan dan
Pelatihan,

b. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi(LPP) disahkan oleh strukiur kepemimpinan
HMI setingkat.

c. Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus Lembaga Pengenmbangen Profesi (LPP) adalah anggota HMI yang telah
mengikuti pendidikan danlatihan (Diklat) di masingmasing lembaga profesi.

Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi (LPP):

tmgkat HMI Cabang

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LPP dan Pengurus
LPP Cabang.

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus L PP Cabang.

d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide
formateur.

e. Tala tatib Musyawarah Lembaga diathur tersendii dalam Pedoman Lembaga
Pengembangan Profesi.

12. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)

N

N

a. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di Tingkat Pengurus Besar dapat
dilakukan sekurang- kurangnya telah memiliki 10 (sepuluh) Lembaga Pengembangan
Profesi (LPP) di tingkat Cabang.

b. Pembentukan [embaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang dapat dilakukan
oleh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa berdasarkan profesi
keilmuan atau minat dan bakat.

Pasal 57
Status, Sifat dan Fungsi Lemmbaga
Pengembangan Profesi (LPP)
Lembaga Pengembangan Profesi adalah institusi perkadaran yang membantu Struktur
Kepemimpinan dalam pengembangan minat dan profesi anggota HML
Lembaga Pengembangan Profesi bersifat semi otonom terhadap Strukiur Kepemimpinan.

Lembaga Pengermbangan Profesi dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan
dengan AD/ART danketetapan-ketetapan Kongres lainnya.

L = B LSt gty SIS S SR T B e S et
tujun.

Pasal 58
Lenbaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI)

IDMI adalah ILembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan

kewgjibarmya dalam bidang dakwah.

LDMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.

LDMI bertugas :

a. Membantu melaksanakan program HMI di hidang dakwah.

b. Meningkatkan keahlian anggota dibidang dakwah melalui pendidikan dan pelatihan
prakiis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darmma bhakti ke masyarakat.

LDMI memiliki hak danwewenang untuk :
a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.

b. LDMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengen
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tujuan pendidikan dan pdatihan praktis dakwahdi lingkungan HML

c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimya.

Persondlia LDMI :

a. Formasi pengurus LDMI  sekurang-kurangnya terdini dari Direkiur, Sekertaris dan
Bendahara.

b. Pengurus Bakomas [IDMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP
LDMI disahkan oleh Pengurus Cabang.

c. Masa kepengurusan strukir kepemimpinan IDMI  disesuaikan dengan nesa

Ko
14199

ota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh

a Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan kepatusan tetinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadii oleh Pengurus Bakomas LDMI dan
Pengurus 1 PP I.DMI Cabang

c. Pelaksaraan Musyawarah L.embaga dihadini oleh Pengurus LPP L.DMI Cabang.

d. Musyawarah L.embaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana
diatur ddam Anggaran Rumah Tangga pesal 56 ayat 2 dan 3.

e. Tala tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendin dalam Pedoman Lembaga
Pengembangan Profesi LDMI disesuaikan dengan Strukiur Kekuasaan HMI (Pasal 11
ayat 2).

Pasal 59
Lenmbaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)

LAPMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan

kewajibannya dalam bidang jurmalistik.

LA PMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.

LAPMI bertuggs :

a. Membaniu melaksanakan program HMI di bidang jumalistik.

b. Meningkatkan keahlian anggota dibidang jumadlistik mdalui pendidikan dan pdatihan
praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk danma bhakti ke masyarakat.

LAPMI memiliki hak danwewenang untuk :

a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.

b. LAPMI berwenang uniuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pendidikan dan pelatihan praktis jumalistik di lingkungan HML.

c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar;, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimmya.

Persondlia LAPMI :

a. Formasi pengurus LAPMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur; Sekertaris dan
Bendahara.

b. Pengurus Bakomas LAPMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP
LA PMI disahkan oleh Pengurus Cabang

Cc. Masa kepengurusan strukir kepemimpinan LAPMI  disesusikan dengan measa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus LAPMI addah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan
oleh LAPMI HML.

Musyawarah LAPMI :
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b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadini oleh Pengurus Bakomas [APMI dan

Pengurus 1L.PP LA PMI Cabang

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LA PMI Cabang

d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana
diatur ddam Anggaran Rumah Tangga pesal 56 ayat 2 dan 3.

e. Tala tatib Musyawarah Lembaga diabur tersendii dalam Pedoman Lembaga
Pengembangan Profesi LA PMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal 11

ayat 2).

Pasal 60
Lenbaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI)

LTMI adalah Iembaga Pengembangan Profess HMI yang melaksanakan tugas dan

kewgjibarmya dalam bidang teknologi.

LT'MI adalah Badan Semi Otonom yang berhak md aksanakan programkerjanya sendiri.

LTMI bertuggs :

a. Menbantu melaksanakan program HMI di bidang teknologi.

b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang teknologi melalui perdidikan dan pelatihan
praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darmma bhakti ke masyarakat.

LTMI memiliki hak dan wewenang untuk :

a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.

b. LTMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pendidikan danpelatihan praktis teknologi di lingkungan HML

a. Fomasi pengurus LTMI sékarangkurangnya terdiri dari Direkitur, Sekertaris dan
Bendahara.

b. Pengurus Bakomas L'TMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus I PP LTMI
disahkan oleh Pengurus Cabang

Cc. Masa kepengurusan strukiir kepemimpinan LTMI  disesuaikan dengan mssa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus LTMI addah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh
LTMI HMI

Musyawarah LTMI :

a Musyawarah Lembaga merupekan instansi pengambilan keputusan tertinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LTMI dan
Pengurus 1.PP LTMI Cabang.

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadini oleh Pengurus LPP LTMI Cabang

d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana
diatur ddam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.

e. Tatla tetib Musyawarah Lembaga diahur tersendii dalam Pedoman ILembaga
Pengembangan Profesi LTMI disesuaikan dengan Strukiur Kekuasaan HMI (Pasd 11
ayat 2).

Pasal 61
Lenbaga Fkonomi Mahasiswa Islam (LEMI)

%M%@M%%Wmf&ﬁm yang melaksanakan tugas dan

LEMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak mdaksanakan program kajanya sendiri.
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LEMI bertugas :

a. Membaniu mdaksanakan program HMI di bidang ekonomi.

b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan
prakiis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darmma bhakti ke masyarakat.

LEMI memiliki hak danwewenang untuk :

a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.

b. LEMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pendidikan danpelatihan praktis ekonomi di lingkungan HML.

c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan

gHidaleion dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimmya.

a Forma51 pengurus LEMI  sekurang-kurangnya terdiri dar Direkhar, Sekertaris dan
Bendahara.

b. Pengurus Bakomas LEMI disahkan oleh Pengurnus Besar HMI dan Pengurus LPP LEMI

disahkan oleh Pengurus Cabang

Cc. Masa kepengurusan strukir kepemimpinan LEMI disesuaikan dengan mesa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus LEMI addlah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh
LEMI HML

Musyawarah LEMI :

a Musyawarah Lembaga merupekan instansi pengambilan keputusan tertinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LEMI dan
Pengurus PP LEMI Cabaryg.

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP I EMI Cabang.

d. Musyawarah L.embaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana
diatur ddam Anggaran Rumah Tangga pesal 56 ayat 2 dan 3.

e. Tatla terib Musyawarah Lembaga diabur tersendii dalam Pedoman Lembaga
Pengembangan Profesi LEMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasd 11
ayat 2).

Pasal 62
Lenmbaga Keschatan Mahasiswa Islam (LKMI)

LKMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan

kewgjibarmya dalam bidang kesehatan.

LKMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.

LKMI bertuges :

a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang kesehaan.

b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang kesehaan mdalui pendidikan dan pdatihan
praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk danma bhakti ke masyarakat.

LKMI memiliki hak dan wewenang untuk :

a Memiliki Pedoman Dasardan Pedorman Rumah Tangga.

b. LKMI berwenang untuk mendapakan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pendidikan dan pelatihan praktis kesehdan di lingkungan HML

c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimya.

Personalia LKMI :

a. Formasi pengurus LKMI  sekurang-kurangnya terdini dari Direkitur, Sekertaris dan
Bendahara.

b. W%%%%M di Qleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP
c. Masa kepengurusan strukhr kepemimpman [LKMI disesuaikan dengan masa
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kepergurusan HMI setingkat.

d. Pengurus LKMI addah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh

LKMI HMI
6. Musyawarah LKMI :

a Musyawarah Lembaga merupekan instansi pengambilan keputusan tertinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadii oleh Pengurus Bakomas LKMI dan
Pengurus PP LKMI Cabang

3 : ilYH forbRmgur
sebagaunanadlanxrda]amAnggaranRﬂnahTanggapasal%ayatZ dan 3.

e. Tala terib Musyawareh Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman
Lembaga Pengembangan Profesi LKMI disesuakan dengan Strukiur Kekuasaan
HMI (Pasal 11 ayat 2).

&

Pasal 63
Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI)
1. LAPENMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dean

kewgjibarmya dalam bidang pendidikan.

2.  LAPENMI addah Badan Semi Otonom yang berhak meaksanakan program kerjanya
sendiri.

3. !ifA R Sarakan program HMI di bidang pendidikan.

b. Meﬂnglﬁﬂﬁnkealﬂlanangg)ta di bidang pendidikan melalui pelatihan praktis dalam
bentuk profesionalisme anggota untuk darma bhakti ke masyarakat.
4. LAPENMI memiliki hak den wewenang untuk :
a Memiliki Pedoman Dasardan Pedoman Rumah Tangga.
b. TAPENMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HML
c.  Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar; khususnya yang di bidang perkaderan yang
tidak bertentangan dengan AD/ART danpedoman orgarisasi lainnya.
5. Peasonalia LAPENMI :
a. Formasi pengurus LAPENMI sekurang kurangnya terdini dari Direkiur; Sekertaris dan
Bendahara.
b. Pengurus Bakomas LAPENMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus L PP

d. Pengurus LAPENMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan

oleh LAPENMI HMI.
6. Musyawarah LAPENMI :

f. Musyawarah lLembaga mempakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.

g. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LAPENMI dan
Pengurus PP LA PENMI Cabang.

h. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LAPENMI Cabang.

i. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur
sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.

11 ayat 2).
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Pasal 64
Lenbaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (. SMI)
1. ISMI adalh Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan

kewgjibarmya dalam bidang seni budaya.
2. LSMI addah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
3. LSMI bertuges :

a. Membantu melaksanakan program HMI di bidang seni budaya.
b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang seni budaya melalui Pendidikan dan pelatihan
prakiis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darmma bhakti ke masyarakat.
4.  LSMI memiliki hak danwewenang untuk :
a Memiliki Pedoman Dasardan Pedoman Rumah Tangga.
b. LSMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HML
c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimya.
5.  Persondia LSMI:
a. Formasi pengurus LSMI  sekurang-kurangnya terdii dari Direkitur, Sekertaris dan
Bendahara.
b. Pengurus Bakomas L.SMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP LSMI

disahkan oleh Pengurus Cabang

Cc. Masa kepengurusan strukir kepemimpinan LSMI  disesuaikan dengan measa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus LSMI addah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh
LSMI HML

6. Musyawarah LSMI :

a Musyawarah ILembaga merupakan instansi pengambilan kepatusan tetinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadii oleh Pengurus Bakomas ISMI dan
Pengurus PP LSMI Cabang.

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadini oleh Pengurus LPP L. SMI Cabaryg.

d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memiilih formateur sebagaimana
diatur ddam Anggaran Rumah Tangga pesal 56 ayat 2 dan 3.

e. Tala tatib Musyawarah Lembaga diatur tersendii dalam Pedoman ILembaga
Pengembangan Profesi LSMI disesuaikan dengan Strukiur Kekuasaan HMI (Pasd 11

ayat 2).
Pasal 65
Lembaga Konsultasi Bantuan Hulkam
Mahasiswa Islam (LKB HMI)

1. LKBHMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan

kewgjibarmya dalam bidang hukum
2. LKBHMI addah Badan Semi Otonom yang behak medaksanakan program kerjanya

sendiri.

3. LKBHMI bertuges :
a.  membantu melaksanakan program HMI di bidang hukum.
b. meningkatkan keahlian anggota di bidang hukum mdahii Pendidikan dan pelatihan praktis
dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darmma bhakti ke masyarakat.

4. LKBHMI manmiliki hak dan wewenang untuk :

101|Pontianak, 24 November-11 Desember 2023



52! KONGRES HM KE XXXl

D.

N

c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang

tidak bertertangan dengen AD/ART dan pedoman organisasi lainmnya.
Persondlia LKBHMI :

a. Formasi pengurus LKBHMI sekurang -kurangnya terdini dari Direkiar, Sekertaris
dan Bendahara.

b. Pengurus Bakomas LKBHMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus
PP LKBHMI disahkan oleh Pengurus Cabang

c. Masa kepengurusan strukiur kepemimpinan LKBHMI disesuaikan dengan mesa
kepengurusan HMI setingkat.

d PengvpsiicBHNadaah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan

Musyawarah LKBHMI :

a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun
di tingkat HMI Cabang

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas LKBHMI dan
Pengurus LPP LKBHMI Cabang.

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus PP LKBHMI Cabang.

d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebegaimana
diatur ddam Anggaran Rumah Tangga pasd 56 ayat 2 dan 3.

e. Talm tertib Musyawarah Lembaga diahur tersendini dalam Pedoman Lembaga
Pengembangan Profesi LKBHMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal
11 ayat 2).

Pasal 66
Lembaga Patanian Mahasiswa Islam (LPMI)
[PMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan
kewgjibarmya dalam bidang pertanian.
[.PMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
LPMI bertuges :
a. Membantu mdaksanakan program HMI di bidang pertanian.
b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pertanian mdahi Pendidikan dan pelatihan
praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk darmma bhakti ke masyarakat.
[LPMI memiliki hak danwewenang untuk :
a. Memiliki Pedoman Dasardan Pedoman Rumah Tangga.
b. LPMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HML
c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimya.
Persondlia LPMI :
a. Formasi pengurus [LPMI  sekurang-kurangnya terdii dari Direkitur, Sekertaris dan
Bendahara.
b. Pengurus Bakomas LPMI disahkan oleh Pengurus LPP I.PMI disahkan oleh Pengurus

Cabang.

c. Masa kepengurusan strukiur kepemimpinan IPMI  disesuaikan dengan nesa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus LPMI addah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh
LPMI HML

Musyawarah LPMI :

a Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan kepuatusan tetinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.
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b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadii oleh Pengurus Bakomas I PMI dan

Pengurus PP L. PMI Cabang.

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP I PMI Cabarg.

d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana
diatur ddam Anggaran Rumah Tangga pesal 56 ayat 2 dan 3.

e. Tatla terib Musyawarah Lembaga diabur tersendii dalam Pedoman Lembaga
Pengembangan Profesi LPMI disesuaikan dengan Strukitur Kekuasaan HMI (Pasal 11
ayat2).

Pasal 67
Mahasiswa Islam (LFPPAMI)

1. LEPPAMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang melaksanakan tugas dan
kewajibarmya dalam bidang pariwisata dan pecinta alam
2. LEPPAMI adalah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya
sendiri.
3. LEPPAMI batuggs :
a. Menmbaniu melaksanakan program HMI di bidang pariwisata danpecinta alam
b. Meningkatkan keahlian anggota di bidang pariwisata dan pecinta alam melalui
Pendidikan dan pdatihan praktis dalam bentuk profesionalisme anggota untuk danma
bhakti ke masyarakat.

4 %Eﬁ%%ﬂmm% Tangga.

b. LEPPAMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HML

c. Dapat mdakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimya.

5. Pasondia LEPPAMI :

a. Formasi pengurus LEPPAMI sekurang kurangnya terdini dani Direkiur; Sekertaris dan
Bendahara.

b. Pengurus Bakomas LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus L PP
[LEPPAMI disahkan oleh Pengurus Cabang,

Cc. Masa kepengurusan strukiur kepemimpinan LEPPAMI disesuaikan dengan measa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus LEPPAMI adalah anggota HMI dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan
oleh LEPPAMI HMI.

6. Musyawarah LEPPAMI :

a Musyawarah ILembaga merupskan instansi pengambilan keputusan tertinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadii oleh Penguruss Bakomas LPMI dan
Pengurus LPP LEPPAMI Cabang.

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadini oleh Pengurus LPP TLEPPA MI Cabang.

d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur
sebagamana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.

e. Talma tetib Musyawarah Lembaga diabur tersendii dalam Pedoman ILembaga
Pengembangan Profesi LEPPAMI disesuaikan dengan Struktur Kekuasaan HMI (Pasal
11 ayat 2).
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Pasal 68

Lembaga Pengenbangan Bahasa Mahasiswva
Islam (IPBMI)

LPBMI adalah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang medaksanakan tugas dan

kewgjibamya dalam bidang bahasa

[LPBMI addah Badan Semi Otonom yang berhak mdaksanakan program kerjanya sendiri.

LPBMI bertuges :

a. Membantu melaksanakan program HMI di bhidang bahasa.

e R S R A ke

[LPBMI memiliki hak dan wewerang untuk :

a. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumsh Tangga.

b. LPBMI berwenang untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HMIL

c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lairmya.

Personalia LPBMI :

a. Fomasi pengurus LPBMI sekurang-kurangnya terdini dai  Dirdir,
Sekertaris dan Bendahara.

b. Pengurus Bakomas [PBMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus LPP
L PBMI disahkan oleh Pengurus Cabang.

Cc. Masa kepengurusan strukiur kepemimpinan [PBMI  disesuaikan dengan nesa
d R e ta HIMI dan tedah mengikuti pelatihan yang diadeken

oleh LPBMI HML

Musyawarah [ PBMI :

a Musyawarah lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang.

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Bakomas IPBMI dan
Pengurus LPP L PBMI Cabang.

c. Pelaksanaan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LPBMI Cabang.

d. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur
sebagamana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.

e. Tata tatib Musyawarah Lembaga diabur tersendini dalam Pedoman Lembaga
Pengembangan Profesi [ PBMI disesuaikan dengan Strukbur Kekuasaan HMI (Pasal 11

ayat 2).

Pasal @
Lembaga Olahraga Mahasiswa
Islam (LORMI)

LORMI addah Lembaga Pengembangan Profesi HMI yang medaksanakan tugas dan
kewgjibammya dalam bidang keolahragean.

LORMI addah Badan Semi Otonom yang berhak melaksanakan program kerjanya sendiri.
LORMI bertuges :

a. Membaniu melaksanakan program HMI di hidang keolahragean.

B S L e Tt U A I
masyarakat.
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4. LORMI memiliki hak dan wewenang untuk:

a. Memniliki Pedoman Dasar dan Pedoman Runmeh Tangga.

b. LORMI berwenang untuk mendapatkan nformasi dari semua tingkatan HMI dengan
tujuan pelatihan praktis pendidikan di lingkungan HML

c. Dapat mdakukan kerjasama dengen pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan
yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi laimya.

Persondia LORMI :

a. Formasi pengurus LORMI sekurang-kurangnya terdiri dari Direkiur, Sekertaris, dan
Bendahara.

b. Pengurus Bakomas LORMI disahkan oleh Pengurus Besar HMI dan Pengurus 1LPP
LORMI disahkan oleh Pengurus Cabang.

Cc. Masa kepengurusan strukiur kepemimpmnan LORMI disesuaikan dengan nmasa
kepengurusan HMI setingkat.

d. Pengurus LORMI addah anggota HMI dan tdah mengikuti pelatihan yang diadakan
oleh LORMI HMLI.

Musyawareh LORMI :

a. Musyawarah lLembaga mempakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di
Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di
tingkat HMI Cabang;

b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadii oleh Pengurus Bakomas LORMI dan
Pengurus L PP LORMI Cabang;

c. Pelaksaraan Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Pengurus LPP LORMI Cabang

d. Musyawarah I.embaga menetapkan program kerja dan memilih formateur sebagaimana
diatur ddam Anggaran Rumah Tangga pasal 56 ayat 2 dan 3.

e. Tata tatib Musyawarah Lembaga diatur tersendin dalam Pedoman Lembaga
Pengembangan Profesi LORMI disesusikan dengan Strukiur Kekuasaan HMI (Pasal 11
ayat 2).

Pasal 70
Ahmmi
Alumni HMI adalah anggota HMI yang telah habis masa keanggotaarnmya.
HMI danalumni HMImemiliki hulungan historis, aspretif.
Alummi HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di
medan perjuangan yang lebih luas dan membantu HMI dalam mereali sasikan misinya.

BAGIAN XIII
KEUANGAN DANHARTA BENDA
Pasal 71
Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda
Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak
diperoleh dengan cara-carayang bertentangan dengannilai-nilai islam

Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana
yang diperoleh serta kemana dan besar dana yang sudah did okasikan.
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Prinsip bertanggungjawab maksudnya addlah setiap satuan dana yang diperoleh dapat
dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perfu melalui
bukti nyata.

Prinsip efektif maksudnya addah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka
usaha organisasi mewujudkan tujuan HML

Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi
kebutuhannya.

Prinsip berkesmambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan
menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak

SHPEhAD SR ARG KRR d5R8 %t waiib yang besaran serta metode pemungutannya
ditetapkan oleh Pengurus Cabang.

Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.

Iuran anggota dialokasikan dengan roporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk

Cabang.

BAB III
LAGU, LAMBANG DANATRIBUT ORGANISASI
Pasal 72

Lagu Lanbang dan Atribut arganisasi lainnya diabur dalam ketentuan tersendiri yang

ditetapkan Kongres.

BAB IV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 73
Perubahan Anggaran Runeh Tangga

Perubahan Anggaran Rumeah Tangga hanya dapdt dilakukan pada Kongres.
Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan mdalui Kongres yang peda
waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 Peserta Utusan

Kongres dandisetyjui oleh minimal 50%-+ jumlah Peserta Utusan yang hadir.

BABV

ATURANTAMBAHAN
Pasal 74

Strukiur kepemimpinan HMI berkewgiban mdakukan sosialisasi Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya kepada sehuruh anggota HML

Pasal 75

Pasdl tentang Rangkap Anggota/Jabdan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah
Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi
Anggota

Pasal-Pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART diabarkan lebih lanjut dalam
Pedoman Kepengurusan HMI, Pedoman Administras Kesekertariatan, dan Penjelasan
Mekanisme Pengesahan Pengurus HML

Pasal-Pasal tentang Badan Khusus dalam ART diabarkan lebih lanjut dalam Pedoman
Dasar Kohati, Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan
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Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, danPedoman Balitbang.
4.  PasalPasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam
Pedoman Keuangan dan Harta Benda HML

BAB VI
ATURANPERALIHAN
Pasal 76

1.  Pedoman-pedoman pokok organisasi dibahas pada forum tersendiri dan disahkan di Pleno
PB HML
2. Pedoman-pedoman Pokok Organisasi yang dimaksud addah:
a. Tafsir Islam sebagai azas HML
b. Tafsir Tujuan
c. Tafsir ndependensi.
d. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HML
e. Pedoman Kerja Kepengurusan.
f. Pedoman Administrasi danKesekertariatan
g. Pedoman Keuangan dan Perlengkapen.
h. Pedoman Perkaderan.
i. Pedoman Kohati.
j. Pedoman BadanPengdola Latihan.
k. Pedoman Balithang.
1. Pedoman Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI).
m. Pedoman Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LA PMI).
n. Pedoman Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI).
0. Pedoman Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI).
p. Pedoman Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI).
g. Pedoman Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LA PENMI).
r. Pedoman Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI).
s. Pedoman Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LK BHMI).
t. Pedoman Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI).
u. Pedoman [.embaga Pariwisata dan Pecinta Alarma Mahasiswa Islam (LEPPAMI).
v. Pedoman Lembaga Pengembangan Bahasa Mahasiswa Islam (LPBMI).
w. Pedoman Lembaga Olahraga Mahasiswa Islam (LORMI).
X. IkrarPelantikan Anggota dan Pengurus.
y. Atribut Organisasi.
z. Basic Denmand Indonesia
3.  Ha-hal yang belum diatur dalam aturan umah tangga ini diatur ddam ketenhan tersendin
yang tidak bertentangan dengan anggaran dasardan anggaran rumah tangga.

107|Pontianak, 24 November-11 Desember 2023



154 KONGRES HM KE 004l

\\/_/
PENJ EI ASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA

HIMPUNAN MAHASISWA ISIAM (HMID)
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PENJ EI ASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLTAM

PENJ ELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN ANGGOTA HMI

I. PENDAHULUAN
Dalam rangka mengatur rangkap anggotajjabatan maka diperiukan adanya penjelasan

khususnya apa yang djjelaskan pada pasal 7 ART' HMI tentang rangkap anggota dan rangkap

jabatan.

Untuk itu adanya penjelasan mengenai hal ini, khususnya apa yang telah digariskan pada
pasal 7 ART HMI tentang sarnksi anggota HMI dan rangkap jabatan dengan kecenderungan
berikut ini:

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berstatus sebagal organisasi mahasiswa memiliki
Besaran produk pengkaderan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tidak
seimbang dengan penyediaan lapangan kegiatan/aktifitas.

2. Kecendenngan output yang lebih berorientasi kepada strukbur kekuasaan/kepemimpinan
dari pada orientasi kegiatan.

3. Timhulnya kecenderungan rangkap anggota pada orgamisasi lain yang pada giliramya
mengarah pada rangkap jabatan. Kecenderungan-kecendenumgan di atas, pada akhimya akan
berbenturan dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang dirasa kurang jelas, kurang
menadai dan belum menjawab persoalan secara tuntas, yang mengakibatkan timbulnya
masalah-masalah penafSiran produk kelembagaan HML

II. PENJ ELASAN TENTANG RANGKAP ANGGOTA DANRANGKAP JABATAN
1. Pengertian Rangkap Anggota
1.1 Yang dimaksud dengan rangkap anggota adalah seorang anggota HMI yang juga
menjadi anggota organisasi lain diluar HMI dalam waktu yang bersamaan.
1.2 Organisasi yang dapat dirangkap adalah :
1.2.1 Oryganisasi sosial kemasyarakatan yang idertitas, asas tujuan dan usahanya
tidak bertentangan dengan identitas, asas, tujuan danusaha HML
122 Badanbadan lain diluar HMI, seperti instansi lembagalembaga
pemerintah atau swasta dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada point
@.
1.2.3 Pada prinsipnya rangkap anggota dilarang, kecuali atas persetujuan
pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
2 Pengertian Rangkap ] abatan:
2.1Yang dimeksud dengan rangkap jabatan adalah anggota HMI yang sedang
menduduki suatu jabatan strukiural kepengurusan padaorganisasi lain.
2.2 Jabatan yang dimeksud (2.1) diatas adalah jabatan strukhural, bukan jabatan
fungsional dan dengan mempehatikan pertimbangan- pertimbangan tertentu.
Jabatan strukhmral adalah jabatan yang bersifat struktural (hierarchi) sepert
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Pengurus Komisariat, Cabang Pengurus Besar dan semacam Dewan Pimpnan
Pusat (DPP), Dewan Pimpman Daerah Tingkat I (DPD Tingkat Propinsi), Dewan
Pimpinan Cabang dan semacamnya (OKP atau Organisasi Partai Politik). Jabatan
fungsional adalah jabatan tanpa hierarchi vertikal seperti jabatan profesi, jabatan ex
officio jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan tertentu dengan
memperhatikan pertimbanganpertimbangan organi-satoris. Sepati Ketua Senat/
Presiden Mahasiswa, Ketualembaga penditian, danlain-lain.

2.3Anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di strukiur kepengurusan
/kepemimpinan orgenisasi atau anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di
strukiur kepengurusan HMI (bukan Pengurus HMI) tetapi menduduki suatu jabatan
distruktur/kepemimpinan organisasi atau badanbadan lain diuar HMI tidak
termasuk kategori rangkap jabatan.

2.4 Demikian pula sebaliknya pengurus HMI yang menjadi anggota (bukan pengurus
organisasi atau badan-badanlain diluar HMI).

III. SANKSI-SANKSI ATAS RANGKAP ANGGOTA DANRANGKAP JABATAN
Pasal 8 ART HMI menyebutkan:
Anggota dapat diskor atau dipecat karena:
a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh HMI
b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama bak HMI
Pasal 3ayat (4) ART meryebutkan:
Anggota telah kehilangan keanggotaarmya karena:
Telah habis masa keanggotaannya
Meninggal dunia
Mengundurkan diri
Menjadi anggota partai politik
Diberhertikan ataudipecat
Tidak Terdaftar lagi di perguruan tinggi sesua dengan poin asampai dengan d
Dalam hal anggota HMI yang telah berakhir masa keanggotaannya maka tidak dapat lagi
menjadi anggota HMI untuk kedua kalinya.

Q ™o a0 Qe

1. Sanksi Rangkap Anggola:

1.1. Anggota HMI yang menjadi anggota organisasi lain dengan persetujuan Pengurus HMI
Cabang dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terdahulu tidak dikenakan sanksi.

1.2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas diberikan peingatan
yang berisi saran agar yang bersangkutan memilih salah sabu organisasi yang
dikehendaki.

1.3. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebarnyak-
banyaknya tiga kali peringalan, maka kepedanya akan dikenakan sanksi, tuduhan

%ltg%ﬁ%%a}xf\ ai%:{geﬁ% dan selanjutnya dapat diskor/dipecat sesuai dengan ketentuan-
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14. Anggota HMI yang dikenakan skorsing/ pemecatan diberikan kesempatan umtuk
mengadakan pembelaan di dalam forum yang diatur secara tersendiri.

2. Sanksi Rangkap ] abatan

2.1Secrang vyang sedang menduduki suatu jabatan distrukiur kepengurusan
HMI (Pengurus HMI) dalam wakiu bersamban juga menduduki jabatan dalam
strukturykepemimpinan organisasi lain diluar HMI, diberikan peringatan, saran agar
yang bersangkutan memilih salah satu jabatan yang dikehendaki.

2.2 Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepadanya
(sebanyak-banyaknya 3 kali peringatan) kepadanya dapat dikenakan tuduhan melanggar
pasal 8 ART HMI, dan selanjutnya dikenakan sanksi skorsing/ pemecatan dengan
ketentuan yang berlaku

2.3 Skorsing/pemecatan dikenakan kepada yang bersangkutan atas statusnya sebaga
anggota bukan aas kedudukannya sebagal Pengurus.

24 Instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan skorsing/pemecatan adalah
Cabang dan Pengurus Besar.

3. Akibat Skorsing
3.1 Anggota yang terkena sanksi skorsing/pemecatan harus ditinjau dahulu kedudukanmya
di dalam kepengurusan HMI.
3.2 Peninjauan terhadap kedudukannya di dalam kepengurusan HMI dilakukan oleh:
a. Pengurus Besar HMI apabila yang basangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan
oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Besar HML
b. Pengurus Cabang, apahila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan
oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang
c. Sidang Pleno dan/atau Kongres, apahila yang bersangkutan menduduki Pengurus
Besar.
3.3Pengurus HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan urbk
mengadakan pembelaan diri (ART HMI Pasal 7 ayat 3).

IV. PENUTUP

dimaksud diambil mdalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Perauran
ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil
melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagal upaya pertama. Peraturan ini hendaknya
dipatuhi secara kreatif dan dinamis serta memperhatikan dan mengutamakan asas kepentingan
organisasi HML
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PENJELASAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISIAM (HMI)
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PENJ ELASAN SANKSI ANGGOTA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. SANKSI
1. Sanksi Anggata
Dalam rangka mengahiur tentang sanksi anggota nmeka dipedukan adanya pernjelasan
sebagamana yang tercantum didalam pasal 8 ART. Sanksi addah bentuk hukuman sebagai
bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang mdalaikan tuges,
melanggar ketentuan organisasi, merugikan aau mencemarkan nama baik organisasi,
daryatau melakukan tindakan kriminal dantindakan melawan hukum lainnya.
a. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang
ditentukan oleh pengurus.
b. Anggota hiasa yang pemah mendapatkan sangsi skorsing tidak dapat menjadi pengurus.
c. Anggota yang dikenakan sangsi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk
untuk it

2. Anggola dapat diskors atau dipecat
2.1 Bertindak dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan HML
2.2 Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HML
2.3 Anggota yang dipecat/diskorsing, dapat melakukan pembelaan dalam forum diturjuk
untuk i
2.4 Melakukan tindakan kriminal.

3. Tala Cara Skarsing Penecian

3.1 Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diagjukan oleh pengurus Komisariat atau pengurus
Cabang.

3.2 Skorsing/pemecatan dapet dilakukan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar.

3.3 Skorsing/pemecatan dapat dilakukan dengan tiga kali peringatan terlebih dahulu.

3.4 Dalam hal hal luar biasa, skorsing/pemecatan dapat dilakukan secara langsung terhadap
anggota.

3.5 Skorsing/pemecatan pengurus, terebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan sebegai
pengurus olehinstansi yang berwenang.

B. PEMBEILAAN DIRI
4, Ketenhuan Unum
a. Anggota yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan membela diri dalam
Koferensi/Kongres.
b. Apabila yang besangkutan tidedk menerine keputusan Konferensi, meka dapat
mengajukan/ meminta banding ddam Kongres sebagai pembelaan terakhir
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5. Komisi Khusus Pennbelaan Diri

a

d.

Komisi khusus adalah komisi untuk pembelaan diri yang dibuat berdssarkan pengaduan
pernolakan ketidak setujuan atas skorsing/pemecatan.

Komisi ini merupakan hak yang bersangkutan dan merupakan intem organisasi.

Komisi ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dibantu oleh Pengurus Badko dan

Pengurus Cabang.
Komisi ini diselenggarakan dalam Komisi khusus seperti Konferensi Cabang atau

Kongres.

6. Syarat Salmya Komisi Khusus adalah:

ad

Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus
HMI Cabang dengan tembuwsan kepada Pengurus Korkom dan Komisarat yang
bersangkutan.

Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditijukan kepada Pengurus
Besar HMI dengan tembusan kepada Pengurus Badko, Pengurus HMI Cabang dan HMI
Komisariat bersangkutan.

Surat permintaan/pengaduan paing lambat diterima 2 (dua) minggu sebelum Konferensi
cabang aau Kongres.

Dihadini oleh pengurus cabang, seluruh ketua unmum korkom, ketua umum komisariat
yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.

Dihadini oleh pengurus besar, seluruh ketua umum Badko, Ketua Umum Cabang yang
bersangkutan dananggota yang mengadu.

Dipimpin oleh seorang presidium sidang Konferensi/ Kongres dan dibantu oleh seorang
sekretaris.

7. Tugas Pimpinan Komisi Khusus

a

Mengambil sumpah sehiruh peserta/saksi hidup, dengan mengucapkan “Demi A lah
“(Wa lahi)”.

Mendengarkan keterangan-keterangan dari semua unsur yang hadir dalam komisi.
Mengajukan saksi-saksi, fakta-fakta apabila diperfukan/diminta oleh unsur- unsur yang
hadir.

Mengambil keputusan secara adil dan jujur tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali
tunduk kepada AD/ART, pedoman organisasi dan peraturan lainnya, disertai tanggung
jawab kepada Allah SWT.

8 Keputusan

a

b.

Keputusan komisi khusus disyahkan oleh Konferensi/ Kongres dengan persetyjuan paling
sedikit 2/3 dari jumlah peserta Konferensi/Kongres.

Apabila keputusan komisi khusus Konfarensi tidak tercapai maka persoalan tersebut
dibawa ke Kongres melalui pengurus besar untuk nakk banding dengan diserta
rekomendasi cabang.

C. PENUIUP

Prosedur ini dilahjlmhgﬁia{nanyel%aiandengannmsyawamh denganberdasarkan  Ukiumah

Islamiyah tidak meng

keputusan.
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TAFSIR ISLAM SFBAGAI TAFSIR ASAS,

TAFSIR TUJUAN DAN TAFSIF INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMD)
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PENJ ELASAN ISLAM SEBAGAT ASAS
HIMPUNAN MAHASISWA ISTAM

MEMORI PENJ ELASAN TENTANG ISLAM SEBAGAI ASAS HMI
HASIL KONGRES XXXTI

(QS. Al-Maidah: 3)

o iy 3l R B s kile & ks 281 ik

Artinya :“Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah Ku Cukupkan kepadamu
nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama bagimu”

(QS. AFAnkabut : 69)

T i s 5% il
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Artinya: Dan mereka yang berjuang dijalan-Ku (kebenaran), maka pasti Aku tumjukkan jaannya
(mencapai tujuan) sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat (progresif).

Islam sebagda ajaran yang haq dan sempuma hadir di bumi diperuntukkan untuk
mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai khalifah di muka
bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya. Karena semangat Ke-
Islaman adalah proses pemikiran setiap umat Islam untuk merdapatkan ridho Allah SwT,
semangat secara sadar, untuk perjalanan Sebuah Bangsa

Iradat Allah Subhanu Wata’ala, kesempumaan hidup terukur dari personality manusia
yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal
yang semuanya mengarah tercipanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara individual
maupun kolektif.

Secara nomdtif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individua akan tetapi
menupakan suatu taa nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat
penvham/kesadaran, kepentingan, strukbur danpola aksi bersanma demi tujuan-tujuan politik.

Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan
mord dan eika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan pedunya peniru
etika kel'uhanan yang neliputi sikap rahmat (Pengasih), barr (Pemula), ghafur (Pemaaf), rahim
(Penyayang) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka
pembentukan mamsia yang kafah (tidak boleh mendua) antara aspek ritual dengan aspek
kemasyarakatan (politik, ekonomi dan sosial budaya).

Adanya kecendenmgan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan
tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa merupakan impikasi dari
proses yang ambiguitas dan distorsif. Fenomena mi ditandai dengan terjadinya mutual
understanding antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi
yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dani politisi-politisi
yang mengalami split personality.

Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi fisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1947
didasari pada semangat mengimplementasikan nilainilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke
Indonesia.

Semangat nilai yang menjadi embrio lahimya komunitas Islam sebaga inferest group
(kelompok kepentingan) dan pressure group (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan
sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara nommatif pada
setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang
Tuhan (sabilillah) dan pembelaan mustadh afin.

Proses intemdlisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat
plural menyebabkan timbulnya berbaga dinamika ke-Islamen dan kelndonesiaan dengan
didasani rasionalisasi memurut subyek dan wakturya.

Pada tahun 1955 pola interaksi politk didominasi pertarungan ideologis antara
nasionalis, komumis dan agama (Islam). Kepeluan sejarah (historical necessity) memberikan
spirit proses ideologisasi organisasi. Ekstemalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri

organisasi untuk ‘“bertarung” dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada
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talun 1965.

Sering dengan kredtivitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi uyjung tombak
pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu
perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres
X HMI di Palembang, tanggal 10 Okiober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam
mukadimah Anggaran Dasar.

Orientssi aktivitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan
terjadinya proses adapasi pada jamennya. Keyakinan Pancesila sebagai keyakinan ideologi
negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru
bagi lahimya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar
organisasi menjadi suatu keharusan agar manpu mensupport bagi  setiap  institusi
kemasyarakdaan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila.

Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkarmya Islam sebaga identitas yang
mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XV1 di Padang Maret 1986.

Islam yang senantiasa menberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya
untuk melakukan inovasi, mtermalisasi, ekstemalisasi maupun objektifikasi. Dan yang paling
fundamental peningkatan gradasi umat diukur dani kualitas keimanan yang datang dari kesadaran
paling dalam bukan dari pengaruh ekstemal. Perubahan bagi HMI merupakan suau keharusan,
dengan semakin meningkainya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam
berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan
pilihan dasardanbukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan.

Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam
dijadikan sebagai dokirin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, transcendentd,
humanis dan inklusif. Dengan demikian kaderkader HMI harus berani menegakkan nilainilai
kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat pabedaan keyakinan
danmendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki
dan menyerahkan semua demi ridho-Nya.
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PENJ ELASAN ISLAM SEBAGAI TAFSIR TUJUAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISTAM

I. PENDAHULUAN

Tyjuan yang jelas diperfukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang
dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu
organisasi dipengaruhi oleh suau motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinya dalam
totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah
organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI
berstatus sebagal organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang beperan
sebagdl orgarisasi perjuangan serta bersifat independen

Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa
Indonesia sangat kekurangan tenaga intelekiual yang memiliki keseimbangan hidup yang
terpadu antara pemenuhan tuges duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmuy, individu dan
masyarakat, sehingga peaanan kaum intelekiual yang semakin besar dimasa mendatang
merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Atas fakior terseout, maka HMI menetapkan
tujuarmya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 AD HMI yaitu:

“TERBINANYA INSAN AKADEMIS PENCIPTA, PENGABDI YANG BERNAFASKAN ISTAM
DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL. MAKMUR YANG
DIRIDHOI ALIAH SUBHANAHU WATA’ALA”

Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa
dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebdiknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga
pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan
membimbing anggota-anggotanya untuk mencapai tijuan dengan cara-cara pejuangen yang
benar dan efektif.

II. MOTIVASI DASAR KELAHIRAN DANTUJUAN ORGANISASI

Sesungguhnya Allah SWT' telah mewahyukan Islam sebaga agama yang Hag dan
sempuma untuk mengahur urmat marusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai
Khalifatullah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semaa-mata kehadiratnya.

Kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut adalah kehidupan yang seimbang
dan tempadu antara pemenuhan jasmani dan Qalbu, iman dan imu, dalam mencapai
kebahagiaan hidup di dumia dan ukhrawi. Atas keyakinan i, maka HMI merjadikan Islam
selain sebagai motivasi dasar kelahiran juga sebagai sumber nilai, motivasi dan nspirasi.
Dengan demikian Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan dar usaha
organisasi HML

Dasar Motivasi yang paling dalam bagi HMI adalah ajaran Islam. Karena Islam addah
gjaran fitrah, maka pada dasamya tyjjuan dan mission Islam adalah juga merupakan tyjuan
daripada kehidupan manusia yang fitri, yaitu tunduk kepadafitrah kemanusaannya.
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Tujuan kehidupan manusia yang fitri addah kehidupan yang menjamin adanya
kesgjahteraan jasmani dan rohani secara seimbang atau dengan kata lain kesejahteraan materil
dan kesgjahteraan spiritual.

Kesgjahteraan yang akan terwujud dengan adanya amal saleh (kerja kemanusiaan) yang
dilandasi dan dibarengi dengan keimanan yang benar. Dalam amal kemamsiaan inilah
manusia akan dapatkan kebahagian dan kehidupan yang sebaik-baiknya. Bentuk kehidupan
yang ideal secara sederhana kita rumuskan dengan “kehidupan yang adil danmakmur”.
ma‘rmUs_nv\jilafk Isnlge;nnqmeskaehlm myggghdsg;ﬂkgnannﬂAn%mde&rmm ang m
Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh
Hikmah Dalam Kebijaksanaan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Perwyjudan daripada pelaksanaan nilai-nilai tersebut adalah berupa amal saleh aau
kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini akan tedaksana secara benar dan sempuma
apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu pengetahuan. Karena inilah hakekat tujuan
HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu sata mampu
menunaikan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Pengabdian dan bentuk amal saleh inilah
pada hakekatnya tujuan hidup manusia, sebab dengan melalui kerja kemanusiaan, manusia

mendapatkan kebahagiaan.

III. BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA
Sesungguhnya kelahiran HMI dengan rumusan tujuan seperti Pasal 4 Anggaran Dasar
tersebut adalah dalam rangka menjawab dan memeruhi kebutuhan dasar (basic need) bangsa
Indonesia setelah mendapat kemeadekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 guna
memformulasikan dan meredlisasikan cita-cita hiduprnya. Untuk memahami kebutuhan dan
tuntutan tersebut maka kita perlu mdihat dan memahami keadaan masa lalu dan kini. Sejarah
Indonesia dapat kita bagi dalam 3 (tiga) periode yaitu:

a) Periode (Masa) Perjajahan
Penjajahan pada dasamya adalah perbudakkan. Sebagai bangsa terjajah sebenamya
bangsa Indonesia pada waktu itu telah kehilangan kemauan dan kemerdekaan sebagai hak
asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia pada wakiu itu addah kemerdekaan.
Oleh karena iu timbullah pergerakan nasional dimana pimpmanpimpinan yang
dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan hak-hak asasinya sebegai suatu
bangsa.

b) Periode (Masa) Revolusi
Periode ini adalah masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur maka bangsa Indonesia

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dalam periode i
nmﬁ%n oleh bangsa Indonesia add%zzl persatuan sohdaniapserl dalam beyﬁc%g
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mobilitas kekuatan fisik guna melawan dan menghancurkan penjajah. Untuk i

dibutuhkan adanya “solidarity making” diantara seluruh kekuatan nasional sehingga

dibutuhkan adanya pimpinan nasional tipe solidarity maker.

© Periode (Masa) Menbangun
Setelah Indonesia merdeka dan kemerdekaan itu mantap berada di tangannya maka
timbullah citacita dan idealisme sebagai manusia yang bebas dapat direalisasi dan

lellJU.dkBIl Karena periode ini addah peiode pengisian kemerdekaan, yaitu guna
nnsyaraﬁlataukeMdupanyangadﬂdanmalqmrMakamdaﬂah

pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, faktor yang sangat diperiukan
adalah ilmu pengetahuan.

Pimpinan nasional yang dibutuhkan adalah negarawan yang “problem solver” yaitu tipe
“administrator” di samping ilmu pengetahuan diperlukan pula adanya iman/akhlak sehingga
merdka mampu melaksanakan tuges kerja kemanusiaan (amal saleh). Manusia yang demikian
menpunyai garansi yang obyektif untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam suatu
kehidupan yang sgahtera adil dan mekmur sata kebahagiaan. Secara keseluruhan basic
demand bangsa Indonesia adalah terwujudnya bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat,
menghargai HAM, serta menjunjung tinggi nilai kemamsiaan dengan teges tertulis dalam
Pembukaan UUD 1945 dalam dinea kedua

Tujuan 1 dan 2 secara formal telah kita capa tetapi tujuan ke-3 sekarang sedang kita
perjuangkan  Suatu masyarakat atau kehidupan yang adil dan maknmur hanya dkan terbina
dan terwyjud dalam suatu penbaharuan dan pembangunan terus menerus yang dilakukan
oleh mamsiamanusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkepribadian, dengan
mengembangkan rnilai-nilai kepribadian bangsa.

IV. KUALITAS INSANCITA HMI
Kualitas Insan Cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwgjud oleh HMI  di
dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berlmu pengetahuan serta manpu
melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan
(pasal 6 AD HMI) adalah sebagai berikut:
a. Kualitas Insan Akadernis
1) Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luss, bapikir rasional, objekiif, dankritis.
2) Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan
dirahasiakan. Dia sdalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan
kesadaran.

3) Sanggup berdii sendiri dengan lapangan idmu pengeahuan sesuai dengan ilmu
piliharmya, baik secara teoritis maupun teknis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu
secara bertahap, terahr; mengarsh pada tyjuan sesuai dengan prinsip-prinsip

perkembangan.
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b. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pendpta

1) Sanggup melihat kemungknankenumngkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan
bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih bak dan bersikap
dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-
gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan danpembaharuan.

2) Bersifat independen, terbuka, tidak isolatiff msan yang menyadari dengan sikap
demikian potersi, sehingga dengan demikian kredifnya dapat berkembang dan
menentukan bentuk yang indah-indah.

3) Dengan mamiliki kemampuan akademis dan mampu melaksanakan kerja kemanusiaan
yang dissmangati ajaran idam.

¢ Kualitas Insan Pengabdi : Insan Akadenis, Pencipta, Pengabdi
1) Ikhlas dansanggup berkarya demi kepentingan umat dan bangsa.
2) Sadar menbawa tugas insan pengabdi, bukan hanya sanggup membuat dirinya baik
tetap juga membuat kondisi sekdilingnya menjadi baik.
3) Insan akademis, pencipta dan pengabdi adalah insan yang beasungguh-sungguh
mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan iimurnya untuk kepentingan umat dan
bangsa.

d. Kualitas Insan Yang Bemafaskan Islam : Insan Akademis, Pencipta dan Pengabdi
yang Bemafaskan Idam

1) Islam yang tdah menjiwai dan memberi pedoman pola pikir dan pola lakunya tarpa
memnakai merek Islam Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta
sgjalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan
menjiwai karyanya.

2) Ajaran Islam telah berhasil membentuk “unity personality” dalam dirinya. Nafas Islam
telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dani split personality tidak pemah ada
dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan
ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa ke dalam
suksesnya perjuangan umat islam Indonesia dan sebali knya.

e. Kualitas Insan Batanggung Jawab Atas Tawujudizya Masyarakat Adil Makmur

Yang Diridhoi deh Allah SWT

1) Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bemafaskan Islam dan bertanggung jawab
atas teewyjudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

2) Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatanmya dan sadar ddam
menempuh jalan yang benar diperfukan adanya keberanian moral.

3) Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan persoalan dan
jauh dan sikap apatis.

? B TP b ey 4T R
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diridhoi Allah SWT.

5) Evaluatif dan sdektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha
6) Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai “khalifah fil ardh”
yang harus mel aksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Pada pokoknya insan cita HMI merupakan “man of future” insan pelopor yaitu insan
yang berpikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam
bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagamana mencai ilmu
perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Tipe ideal dari
hasil perkaderan HMI adalah “man of inovator” (duta-duta pembantu). Penyuara “idea of
progress” insan yang berkeperibadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak
takabur dan bertagqwa kepada Allah SWI. Mereka itu manusia-manusia yang beriman
berilmu dan mampu beramal saleh ddam kualitas yang maksimal (insan kamil).

Dari lima kualitas insan cita tersebut pada dasamya harus memshami dalam tiga
kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan
cita. Ketiga insan kualitas pengabdi tersebut merupakan insan islam yang terefleksi dalam
sikap senartiasa betanggung jawab das terwujudnya masyarakat adil dan meknur yang
diridhoi Allah SWT.

V. TUGAS ANGGOTA HMI
Setiap anggota HMI berkewajiban meningkatkan kualitas dirinya menuju kualitas insan
cita HMIL. Untuk itu setiap anggota HMI harus mengenmbangkansikap mentd pada dirinya
yang independen unftuk itu;
a. Senantiasa memperdalam hidup kerohanian agar menjadi luhur dan bertagwa kepada Allah
SWT,
b. Selalu tidak puas ddam mencan kebenaran,
c. Teguh ddam pendirian danobyektif rasional menghadapi pendirian yang berbeds,
d. Bersifat kritis dan berpikir bebas kredif,
e. Selalu haus terhadap ilmu pengetahuan danselalu mencari kebenaran.

Hal terselut akan diperoleh antara lain dengan jalan;

a. Senantiasa meningkatkan permahaman dan penganslan ajaran Islam yang dimilikinya
dengan penuh gairah,

b. Aktif berstudi dalam Fakultas yang dipililnya,

c. Mengadakan tentor club untuk studi ilmu jurusannya dan club studi untuk masdah
kesgjahteraan dan kenegarean,

d. Sdalu hadir dan pro aktif dalamforum ilmiah,

e. Aktif dalam mengikuti karya seni danbudaya,

f. Mengadakan halagah-halagah perkaderan di masjid-masjid kampus.
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Bahwa tujuan HMI sebagaimana yang telah dirumuskan ddam Pasal 6 AD HMI pada
hakikatnya addah merupakan tujuan dalam setiap Anggota HMI. Insan cita HMI adalah
gambaran masa depan HMI. Suksesnya anggota HMI dalam menbina dirinya untuk mencapai
Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMIL Insan cita HMI pada suatu waktu
akan merupakan “Intellectual community” atau kelompok intelegensi yang mampu
merenlisasi cita-cita umat dan bangsa dalam suatu kehidupan masyarakat yang religius,
sgjahterg adil dan makmur serta bahagia (masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah

Subhanahuwata’ala).
Wabillahittaufiq wal hidayah.
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PENJ ELASAN ISIAM SEBAGAI TAFSIR INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISTAM

TAFSIR INDEPENDENSI

A. PENDAHULUAN

Menurut fitrah kejadiannya, maka manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya
kemerdekaan pribadi adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga danri
pada kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah mutlak
diperlukan terutama padafase/saat manusia beradadalam pembentukan dan pengembangan.

Masa/fase pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama dalam masa rensja
atau generasi muda. Mahasiswa dan kualitaskualitas yang dimilikinya menduduki kelompok
elit dalam generasinya. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit
dalam generasi muda, yaitu kelompok mahasiswa itu sendiri.

Sifat kepdoporan, keberanian dan kritis yang didasakan pada obyekiif yang harus
diperankan mahasiswa hisa dilaksanakan dengan baik apahila mereka dalam suasana bebas
merdeka dan demokratis obyektif dan rasional. Sikap ini addah yang progresif (maju) sebagai
ciri dari padaseorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan objektivitas.

Atas dasar keyakinan itu, meka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat
independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 5 Anggaran Dasar HMI yang
mengemukakan secara tersurat bahwa "HMI adalah organisasi yang bersifat independen” sifat
danwatak independen bagi HMI adalah merupakan hak asasi yang pertama

Untuk lebih memahami esensi independen HMI, maka harus juga ditinjau secara
psikol ogis keberadsan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa
Islam yakni dengan memahami status danfungsi dari HML

B STATUS DAN FUNGSI HMI

Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petimjuk di mana HMI
berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas milah yang disebut fungsi HMIL Kalau tujuan
menurjukan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebdiknya menunjukkan gerak
atau kegiatan (aktivitas) dalam mewujudkan (final goal). Dalam melaksanakan spesialisasi
tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa maka sifat serta watak mahasiswa
harus menjiwai dan dijiwai HML.

Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya menber arti
bahwa ia memikul tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya
sebaga kaum muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan nmasyarakat hari ini
dan ke masa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan
masyarakat beaperan sebagai "kekuatan moral" atau morad forces yang senariiasa
melaksanakan fungsi "social control'. Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus
merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran
dan objektivitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan
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Dalam rangka penghormatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, maka ddam
dinamikanya HMI harus menjiwai dandjijiwai oleh sikap independen.

Mahasiswa, setdah sajana adalah unsur yang paing sadar ddam nesyarakat. Jadi
fungsi lain yang harus diperankan mahasiswa adalah sifat kepdoporan dalam bentuk dan
proses perubahan nesyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai duta-duta
pembaharuan masyarakat atau "agent of social change".

Kelompok mahasiswa dengan sikap dan waak tersebut di atas adalah merupakan
kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima
estafet kepemimpinan bangsa dan genaasi sebelumnya pada saat yang akan ddang. Oleh
sebabitu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenamya merupakan fungs yang paling pokok.

Sebagal generasi yang harus melaksanakan fungs kaderisasi demi perwujudan kebaikan
dan kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan maka kelompok
mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka
bukan kelompok tradisionalis akan tetapi sebagal "duta-duta pembaharuan sosial" dalam
pengatian harus menghendaki perubahan yang terus menaus ke arah kemajuan yang
dilandasi olehnilai-nilai kebenaran.

Oleh sebab itu meeka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu senantiasa
menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembukiian di alam semesta dan dalam
sgjarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab
bagi kesgjahteraan umat marusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang
dilandasi oleh nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari
kebenaran Ilahi.

Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi
mewyjudkan peradaban bagi kesgjahteraan masyarakat bangsa dan negaa maka setiap
kademya harus manpu mdakukan fungsionalisasi ajaran Islam

Watak dan sifat mahasiswa sepeati tersebut diatas mewarmai dan member cii HMI
sebagal organisasi mahasiswa yang barsifat independen. Status yang demikian telah memberi
petunjuk akan spesialisasi yang harus dilaksanakan oleh HMI Spesialisasi tersebut
memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kader,
mdalui aktivitas fungsi kekaderan. Segala aktifitas HMI harus dapat membentuk kader yang
berkualitas dankomit dengan nilai- nilai kebenaran.

HMI hendaknya menjadi wadah organisasi kader yang mendorong dan memberikan
kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar
dengan kualitas dan karakter pribadi yang cendenung pada kebenaran (hanief) maka setiap
kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembuktiannya bagi kehidupan
bengsa dan negaranya.

C. SIFAT INDEPENDEN HMI
Watak independen HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakier dan
kepribadian kader HMIL Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola
sikap dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI
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maupun dalam medaksanakan "Hakekat dan Mission" organisasi HMI dalam kiprah hidup
berorganisasi  benmasyarakat berbangsa dan bemegara. Watak independen HMI yang
teroamin secara eis dalam pola pikir pola sikap dan pola laku setiap kader HMI akan
membentuk "Independersi etis HMI", sementara watak independen HMI yang terakiualisasi
secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk "Independensi
organisatoris HMI".

Independensi etis addah sifat independersi secara etis yang pada hakekamya
merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia
berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran (hanief). Watak dan
kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan menbuat kader HMI selalu setia pada hati
nuraninya yang senantiasa memancarkan keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran
adalah ALIAH SUBHANAHU WATA'ALA. Dengan demikian melaksanakan independensi
etis bagi setiap kader HMI berarti pengakiudisasian dinamika berpikir dan bersikap dan
berperilaku baik "hablumminallah" maupun ddam "hablumminamas" hanya tunduk dan
patuh dengan kebenaran. Karena independensi etis sama dengan tidak boleh berafiliasi
dengan partai apapun atau organom-organom. Keberpihakan pribadi diperbolehkan sebagai
hak atas kemerdekaan manusia untuk memilih. Akan tetapi secara organisatoris : mereka tidak
diperbolehkan masuk ke partai politik manapum.

Aplikasi dari dinamika berpikir dan berperilaku secara keseluruhan merupakan watak
azasi kader HMI dan terakbualisasi secarariil mdalui watak dan kepribadian serta sikap-sikap
yang;

a. Cenderung kepada kebenaran (hanief),
b. Bebas terbuka dan merdeka,

c. Objekiif rasional dankritis,

d. Progresf dan dinaniis,

e. Demokratis, jujur danadil.

Independensi organisatoris addah watak independensi HMI yang teraktudisasi secara
organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intem organisasi maupun
dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bemegara.

Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional HMI
Secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi akiif, konstrukiif, korekiif dan
konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-
cita semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi-partisipasi akiif,
konstruktif, korektif dan konstitusional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta
komit pada prinsip-prinsip kebenaran danobjektivitas.

Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pemah
"committed" dengan kepentingan pihak manapun aaupun kelompok dan golongan manapun
kecudi tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan objekiivitas kejujuran dan
keadilan.
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Agar secara organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip
independensi organisatorisnya maka HMI dittmhut untuk mengembangkan "kepemimpinan
kuantitatif* serta beajiwa independen sehingga perkembangen, pertumbuhan dan
kebijaksanaan organisasi mampu diemban selaras dengan hakikat independensi HMI. Untuk
itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik dan mantap bagi pertumbuhan dan
perkembangan kualitas-kuali tas kader HMIL Dalam rangka menjalin tegaknya “prinsip-prinsip
berikut;

a. Anggota-anggota HMI terutama aktivitasnya dalam mel aksanakan tugasnya harus tumduk
kepada ketentuan-ketentuan orgenisasi serta membawa program perjuangan HML Oleh
karena i tidak diperkenankan melakukan kegiatankegiatan dengan membawa organisasi
atas kehendak pihak luar manapun juga.

b. Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dengan bentuk apapun dengan
pihak luar HMI (tim sukses dalam tingkat apapun) baik eksekutif maupun legislatif di luar
organisasi mahasiswa. selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris.

c. Alunmmi HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan
watak independensi etis di mangoun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan nminat dan
potensi dalam rangka menmbawa hakikat dan mission HML Dan menganjurkan serta
mendorong alumni untuk menyahrkan aspirasi kualitatifniya secara tepat dan melahui
semua jalur pembaktian baik jalur organisasi profesional, kewiraswastaan, lembaga-
lembaga sosial, wadah aspirasi politik, lembaga pemerintahan aaupun jalur-jalur lainnya
yang semata-mata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisasikan
kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Dalam menjalankan garis independen HMI dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas,
pertimbangan HMI semata-mata adalah untuk memdihara mengembangkan anggota serta
perarnan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya
menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah kepentingan nasional bukan
kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekalipun. Bersikap independen berarti
sanggup berpikir dan bebuat sendiri dengan menenpuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi
atau sikap pemuda. Mahasiswa yang kritis terhadap masa kini dan kemampuan dirinya untuk
sanggup mewarisi hari depanbangsa dannegara

D. PERANAN INDEPENDENSI HMI DI MASA MENDATANG

Dalam suaiu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu
investasi yang lebih besar dan lebih berarti daripada nvestasi manusia (human nvestment).
Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, balwa mnvestasi manusia yang kemudian akan
dihasilkan HMI adalah adanya suatu kehidupan yang sejahtera material, spiritual, adil dan
makmur serta bahagia.

Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan tabinanya manusia yang beriman, berilmu dan
berpearikemanusiaan seperti tersebut di atas maka setiap anggota HMI di masa datang akan
menduduki jabaan danfungsi pimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesinya.
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Hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status fimgsi dan perannya di masa
kini dan mesa mendatang yang memmiut kita pada masa kini untuk benar-benar dapat
menpersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang.

Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi berarti HMI harus
manpu mencari, memilih dan menampuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka
konsekuensinya adalah bentuk aktivitas fungsionaris dan kader-kader HMI harus berkualitas
sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalah
konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpmnan dan
seluruh anggota-anggotanya addah suatu modal dan dorongan yang besar untuk sdalu
meningkatkan mutu kader-kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan
datang.

Wabilahittaufig Wal Hidayah.
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\\//
NILAI-NIL AT DASAR PERJUANGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISTAM (HMD)
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NILAI-NITAI DASAR PERJUANGAN (NDP)
HIMPUNAN MAHASISWA ISTAM

PENGANTAR PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISTAM

—'—'—'_'_FI‘-‘-'T.T ox
A 1.-5"_'_-1:' :

Bismillahir-Rahmanir- Rahim,

Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam pasal 3 menyebutkan “Organisasi ini
berdasarkan Islam”.

Dasar organisasi merupakan sumber motivasi, pembenaran dan ukuran bagi gerak-langkah
organisasi itu. Karena kualitas inilah maka HMI selain merupakan organisasi kemahasiswaan
yang memperhatikan “students need & students interest” juga merupakan suatu organisasi
perjuangan yang mengemban suatu “mission sacree”. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa
tuges sutji HMI ialah berusaha menciptakan masjarakat yang adil dan sedjahtera. Secara ringkas
jang mendjadi dasar perdjuangannja memuat ajaran pokok bahwa ‘“Sesungguhnja A lah
menerntahkan akan Keadilan danThsan (usaha perbaikan masjarakat)”.

Dasar perdjuangan itu diuraikan dalam buku ketjil “Nilai2 Dasar Perdjuangan” (NDP) ini.
DA A Lot G AL I (B AS St - 07rTe fsiam Jait milai2. dasanga

Sermmula sebaggi kertas kerdja PB HMI periode 1966-1969 kepada Kongres IX di Malang,
perunusan NDP ini kemudian mendapatkan pengesahan dari Kongres tersebut, dan atas mandat
Kongres itu pula tiga orang telah diundjuk untuk menjempumakannja. Ketiga mereka itu, ialah
sdr2 Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Anshari dan Sakib Mahmud. Jang ada sekarang ini
addah hasil perjermpumaan itu.

Kepada sdiap anggota HMI, terutanma para akivisnja, diharapkan membatja NDP.
Pemahaman terhadap nilai2 itu diharapkan dapat menafasi perdjuangan kita dewasa ini dan
seterusnja.

Sistematika dalam mentjerammahkan NDP ini kepada para trainees (peserta2 latihan aau
training) tergantung kepada tingkat pengetahuan peserta tersebut dan kepada metode pendekatan
yang dipilih oleh penceramah sendiri. Oleh sebab itu dimintakan kreativitas setiap penceramah
atau instrukiur latihan2 untuk dapat membuat sendini sistenmatika itu sesuai dengan kepertuan.
Dan mengingat perumusan NDP ini dibuat begitu rupa sehingga sedjauh mumgkin merupakan se-
matamata pegangan “normatif”’, maka kepada para instruktur atau pentjeramah djuga
diharapkan ketrampilannja untuk dapat mengenuikakan tjontoh2 njata dalam kehidupan se-hari2,
baik jang positif (jaitu bersesuaian dengan nilai jang dimaksud) ataupun jang negatif (jaitu jang
bertentangan). Dengan begitu penghajatan nomma2 itu akan semakin menddam.

Dua sjarat utarma suksesnja perdjuangan ialah:

1. Keteguhan iman atau kejakinan kepada dasar, jaitu idedisme kuat, jang berarti harus
mensham dasar perdjuangan itu.

2. Ketepatan penelaahan kepada medan perdjuangan guna dapat menetapkan langkah? jang
harus ditempuh, berupa program perdjuangan atau kerdja, jaitu ilmu jangluas.
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Maka perumusan NDP ini adalah suatu usaha guna memenuhi Sjarat pertama tersebut.
Sedangkan sjarat kedua lebih bersifat dinamis, artinja disesuaikan dengan keadaan. Untuk ini
Kongres IX telah memutuskan tentang Program Kerdja Nasional (PKN). Maka diharapkan
kepadasetiap warga Himpunan memahami  kedua dokumen itu se-baik2-nja.

Achimja semoga Allah menganugerahkan kepada kita keteguhan Iman dan keluasan Ilmi-
pengetahuan.

Wabillahit-taufieq wal-hidajah,

Djakarta, 4 Dzulhidjah 1390 H
31 Djanuari 1971 M

Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam
Nurchalish Madjid Rid Said
Ketua Umum Sekdien
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LATAR BELAKANG PERUMUSAN NDPHMI
Nurcholish Madjid

Sebetulnya tidak ada masalah apabila kita sebagai orang muslim berpedoman pada ajaran
Islam, memandang segda segala sesuatu dari sudut gjaran Islam, termasuk terhadap masalah-
masadah kemasyarakatan, kenegaraan Pancasila.

Saya disebut-sebut sebagal orang yang merumuskan NDP, meskipun diformakan oleh
Kongres Malang. Itu terjadi 17 tahun lalu. Jadi sebagai dokumen organisasi, apalagi organisasi
mahasiswa, NDP itu cukup tua. Oleh karena itu, ada teman berbicara tentang NDP dan kemudian
mengajukan gagasan misalnya untuk tidak mengatakan mengubahrmengembangkan dan
sebagadinya, maka saya selalu menjawab, dengan sendirinya memang mungkin uniuk diubah
dalam arti dikembangkan.

Values (nilai-nilai) tentu sgja tidak berubah-ubah. Kalau disitu misalnya ada nilai Tauhid,
tentu saja tidak berubah-ubah. Akan tetapi pengungkapan dan tekanan pada implikasi NDP itu
mungkin bahkan bisa diubah. Sebab, sepanjang sgarah, Tauhid wujudnya sama, yaitu paham
pada Ketuhanan Y ang Maha Esa. Akan tetapi tekanan implikasnya itu berubah-ubah.

Kita hisa melihat tekanan misi pada resul-rasul, itu berubah. misalnya Isa Al-Masih (Y esus
Kristus) datang untuk mengubah Taurat. (Agar aku halalkan bagi kanmu sebagian yang
diharamkan bagi kamu). Nabi Isa dalang menghalalkan sebagian yang diharamkan pada
Perjanjian Lama. Jadi, implkasi Tauhid itu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.
Sebab itu juga menyangkut masalah mnterpretasi. Pengungkapan nilai itu sendii memang tidak
mungkin berubah, tetapi harus dipertahankan apaagi nilai seperti Tauhid. Akan teiapi karena ada
kemungkinan mengubah tekanan dan implikasinya, maka ada nuang uniuk pengembangan-
pengembangan. Tidak hanya namanya saja diubah NDP ke NIK (lalu NDP kembalipen).
Pengembangan adalah tugesfpikiran yang sah dari adik-adik HMI. Maka dani itu saya
persilahkan, kalaumisalnya memang adayang ingin menggarap bidangini.

NDP, Kesimpulan Suatu Perjalanan

Saya ingin bervcerita sedikit. Mungkin ada gunanya walaupun cerita ringan sgja. Y aitu
bagaimana NDP itu lahir.

Ahmad Wahib dalam bukunya Pergolakan Pemikiran Islam yang sangat kontroversid itu
menulis balwa saya dalam talhun 1968 diundang untuk mengunjungi universitas-universitas di
Amerika yang wakiu itu merupakan pusat-pusat kegiatan maehasiswa. Dan kepergian saya ke
Amerika itu mengubah banyak sekali pendirian saya, begitu kata Wahib dalam bukumya itu,
maaf saja, tidak benar. Jadi di sini Ahmad Wahib salah. Menang pedawaan yang dimulai dari
Amerika itu banyak sekali mempengaruhi saya, tetapi bukan pengalaman di Amerika yang
mempengaruhi saya, meamkan justru di Timur Tengah.

Begini ceritanya. Wakiu itu terus terang saja sebetulnya pemerintah Amerika sudah lama
meihat potens HMI di sini (tentu sgja pemerintah Amerika seperti yang diwakili oleh Kedutaan
Amerika di sini). Meareka sudah tahu situasi politik Indonesia pada zaman Orde Lama, ketika
Bung Kamo mempammainkan atau sebetulnya boleh saja dikatakan melakukan politik devide et
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impera, antara komunis dan ABRI terutana AD. Bagamana AD itu sangat banyak bekerja
dengan kita. Ini banyak dibaca oleh pemerintah seperti Amerika. Dan karera itu banyak sekdli
perdekatan-pendekatan dar orang kedutaan Amerika itu ke PB HMI. Sebetulnya sudah lama
mereka menginginkan supaya ada tokoh-tokoh HMI yang neli hat-lihat Amerika, tetapi memang
wakiu itu belum baryak orang yang hisa berbahasa Inggrs, sehingga saya menjadi orang
mendapat kesempatan pertama.

Kunjungan saya ke Amerika, sesuai dengan Undangan, hanya berdangsung satu bulan
seminggu atau satu bulan dua minggu. Sistemnya semua dijamin; ada uang harian, uang perdien.
Waktu itu dolar belum inflasi; sehingga uang yang saya peroleh cukup besar, dan saya tentu bisa
menghemat. Uang inilah yang saya pergunakan untuk keliling Timur Tengah. Saya lakukan itu,
secara sederhana.

Kita di Indonesia selama i selalu mengaku muslim dan mengklaim diri sebagai pejuang-
pejuang Islam. Untuk terlaksananya ajaran Islam, sekarang perlu melihat sendiri bagaimana
wujud Islam dalam prakiik. Begitulah motif saya payi ke Timur Tengah. Meski kita tahu,
Indonesia memang negara Muslim yang terbesar di bumi, secara geografis paling jauh dari pusat-
pusat Islam, yaitu Timur Tengah, sehingga menghasilkan beberapa hd, misalnya Muslim
Indonesia itu addah termasuk yang paling sedikit ter”arab’kan.

Barangkali kita tidak menyadari banyak keunikan kita, sebagai bangsa Indonesia. Boleh
dikatakan inilah bangsa Asia salu-sahimya yang menuliskan bahasa nasionalnya dengan huruf
latin. Semua bangsa Asia menggunakan huruf nasionalnya masing-masing. Hanya kita yang
menggunakan huruf latin. Filipna memang, tetapi Filipina belum bisa mengklaim mempunyai
bahasanasional. Bahasa Tagdog masih merupakan bahasa Marila saja.

Kemudian Indonesia satu-satimya bangsa Mudim juga yang menggunakan huruf latin
untuk bahasa nasionalnya. Semua bangsa muslim itu menggunakan hurup Arab, kecuali tiga:
Turki disebabkan revolusi Kemal, Bangladesh karena seperti bangsa Asia lain mempunyai huruf
sendiri yaitu huruf Bengali dan Indonesia dikarenakan penjajahan. Jadi kita itu unik. Dari sudut
pandangan dunia Islam, Indonesia unik. Inilah bangsa Muslim yang kurang tahu huruf Arab,
kira-kira begitu. Jangankan orang Islam Pakistan, Afganistan dan sebagainya, sedangkan orang
India yang Islanmya minoritas, di sana pun mereka menggunak huruf Arab untuk menuliskan
bahasa Urdu, bahasa mereka. Semuanya begitu. Dari situ saja boleh kita anbil satu kesmpulan
balwa ke-Islaman di Indonesia itu masih demikian dangka sehingga nmasih ada persoalan yaitu
bagaimana menghayati nilai- nilai Islam itu. Itulah yang mendorong saya pergi ke Timur Tengah.

Waktu saya hendak ke Amerika, saya merasa ogah-ogahan. Akan tetapi biarlah barangkali
dari Amerika saya bisa ke Timur Tengah. Oleh karena itu biarpun di Amerika, sudah kontak
dengan orang-orang dari Timur Tengah, yang kelak ketika saya ke Timur Tengah memang
banyak sekali yang menolong saya. Kunjungan saya ke Timur Tengah saya mulai dani Istanbul,
kemudian ke Libanon. Waktu itu tentu saat Libanon masih aman. Lalu ke Syiria, kemudian Irak,
sehingga baru pertama kalinya saya bertenu Abdumrahman Wahid. Dia yang menyambut.
Karena terus terang, walaupun sama-sama orang Jombang, saya belum pemah kenal. Karena
keluarga saya Masyumi, keluarga dia NU. Jadi baru bertermu di Baghdad Dia baik sekali,
mengorganisir teman-teman Indonesia untuk mengambil dan menemani saya ke stasiun bus dari
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Damaskus. Lalu saya ke Kuwait, dari Kuwait ke Saudi Arabia melalui Timur. Banyak sekali
kenangan di situ. Ketika di Riyadh, saya bertemu seseorang yang pemah saya kend sejak di
Amerika, Dr. Farid Mustafa, seorang tokoh, Doktor Engineering. Itulah sabu-sabunya pengalaman
saya menjadi tamu keluarga Arab, di sini kalau makan siang dan malam semua keluarga ikut
termasuk istri. Biasanya orang Arab tidak demikian. Saya tinggal satu minggu di situ dan
berkendan dengan banyak pelarian Ikhwanul Muslimin.

Kita mengelahui, Ikhwarul Muslimin umunmya beranggotakan orang-orang Mesir dan
orang-orang Syiria. Mereka dikegjarkejar oleh rezim yang ada di negaranya masing-masing, dan
kebanyakan larinya ke Saudi Arabia. Bukan untuk mendapatkan kebebasan politik, karena di
Saudi Arabia sendiri mereka tidak mendapatkan kebebasan politik. Karena orang Saudi juga
tidak suka terhadap sikap politik mereka. Akan tetapi dari segi ilmu pengetahuan mereka banyak
sekali dihargai. Mereka kemudian menjadi staf pengajar di Universitas Riyadh. Sejak dari
Istanbul saya banyak sekali mengadakan diskusi kritis. Tentu saya tidak mau hanya
mendengarkan saja, tapi juga membantah, menanyakan dan menentang termasuk menentang dan
seqi literatur.

Di Turki saya sampai berkendan dengan suatu gerakan yang betul-betul di bawah tanah,
yang di Istanbul mereka itu bergerak untuk membangkitkan Islam, tetapi dengan cara-cara yang
menunit sebagian kita agak kedengaran sedikit kolot. Yaitu medahi sufisme atan gerakan-
gerakan tarekat. Suatu malam Dr. Lustafa di Riyadh menggjak saya ke Universitas Riyadh; ke
Fakultas Fanmasi yang akan mengadakan wisuda tamatan Fakultas Fammesi, di mana Menteri
Pendidikan hadir, yaitu Syekh Hasan bin Abdullah Ali Syekh keturunan Muhammad bin Abdul
Wahab, salah seorang pdopor pembaharuan di Arabia yang anek turunannya selalu menjadi
Menteri bidang pengelahuan seperti Menteri Pendidikan, Menteri lmu Pengetahuan dan
sebagainya di Saudi Arahia.

Saya tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya Dr. Mustafa mengenakan saya secara berhisik-
bisik kepada Menteri, lalu Menteri itu minta supaya saya menceritakan tentang gerakan
Mahasiswa Islam di Indonesia. Setdah saya oaitakan, tentu sgja dengan bahasa Arab-
Alhamdulillah saya sedikit banyak tahu bahasa Arab karena belgjar di pesantren Gontor, sebuah
proyek gabungan antara sistem pendidikan Surmatera Barat (KMI-nya) dan Jawa (pesantrennya)
yang saya kira menjadi proyek yang sangat sukses yang sekarang berkembang di mana-mana.
Menteri itu demikian senangnya dengen keterangan saya, lalu mengundang 10 orang teman kita,
HMI, untuk naik haji tahun itu juga. Selanjutnya, dari Riyad saya ke Madinah, terus ke Mekkah,
kemudian ke Kharthum untuk bertemu dengan Dr. Hasan Turabi dari Umin Dunman University,
tokoh yang sekarang menjadi pusat perhatian di Sudan, oleh karena dia konseptor dan
IsSlamisasnya Numedry yang sekarang jatuh digulingkan. Dari situ saya pergi ke Mesrr,
kemudian kembali ke Libanon dandari situ ke Pakistan.

Pokoknya dai semum tempat itu saya mengedakan diskusi macamrmacam. Dan
konklusinya begini: saya kecewa terhadap tingkat mtelekiualitas kalangan Islam di Timur
Tengah saat i, Sehingga saya lalu ingat Buya Hamka, ketika suau saat Buya minta izin kepada
KH. Agus Salim untuk pergi ke Timur Tengah, belajar. Jawab KH. Agus Salim seperti yang
dimuat dalam Gema Islam dahulu dan sebagainya, “Malik, kalau kanu mau pergi ke Mekkah
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